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ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan hal penting bagi Indonesia karena pendapatan terbesarnya
bersumber dari pungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas,
etika uang, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Responden dalam penelitian ini adalah
Wiajib Pajak yang menjalankan usaha pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Data
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner online. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi
linear berganda menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas,
sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial
berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan etika uang tidak memiliki pengaruh
terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya
religiusitas, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan mendorong
Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam
pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan membantu para pemangku
kepentingan dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi untuk
meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Religiusitas; Etika Uang; Sosialisasi Perpajakan;
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.
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ABSTRACT

Tax compliance is important for Indonesia because the country's largest income comes
from tax collections. This study aims to examine the effect of religiosity, money ethics, tax
socialization, and modernization of the tax administration system on MSME taxpayer
compliance in Indonesia. Respondents in this study are taxpayers who run businesses in the
manufacturing and trading industry sectors. Data were collected using an online
questionnaire. The sampling technique in this study used purposive sampling. The analysis
technique used is multiple linear regression using SPSS 25. The results show that religiosity,
tax socialization, and modernization of the tax administration system partially have a positive
effect on tax compliance, while money ethics has no effect on MSME taxpayer compliance.
These results indicate that the existence of religiosity, tax socialization, and modernization of
the tax administration system encourage taxpayers to comply with taxes. The results of this
study contribute to the development of accounting science, especially taxation and assist
stakeholders in knowing and considering aspects that have the potential to improve tax
compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance; Religiosity; Money Ethics; Tax Socialization;
Modernization of the Tax Administration System.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak merupakan pendapatan negara terbesar. Menurut UU No. 28
Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah membiayai sebagian besar anggaran mereka dari
pendapatan pajak (Al-Ttaffi et al., 2021). Pajak berperan besar dalam penerimaan negara
yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk
pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan pajak sangat penting karena pemerintah
dapat menggunakan dana pajak yang terkumpul untuk membiayai semua pengeluaran
termasuk pengeluaran pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

dan untuk kesejahteraan rakyat.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 pendapatan
negara mencapai 2.233,2 Triliun. Dimana sebesar 1.865,7 Triliun berasal dari penerimaan
pajak, 367,0 Triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak, dan sebesar 0,5 Triliun
berasal dari penerimaan hibah (www.kemenkeu.go.id). Berdasarkan data tersebut dapat
dilihat bahwa penerimaan negara terbesar yaitu dari sektor pajak. Besarnya pajak yang
diterima oleh negara merupakan gambaran dari masyarakat yang ikut berperan aktif dalam
pelaksanaan pembangunan negara. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan nasional, maka penerimaan negara perlu untuk ditingkatkan yaitu dengan
cara mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam penghimpunan dan

pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Proses pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system.
Menurut Naufal & Setiawan (2018) self-assessment system memberikan kewenangan
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak
yang terutang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Oleh karena itu, dengan diterapkannya self-assessment system diharapkan
Wajib Pajak memiliki keaktifan dan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Namun, upaya
untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala,
diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dimana menyebabkan Waijib
Pajak berusaha membayar kewajiban pajaknya lebih sedikit dari yang seharusnya dan
masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya

(Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan
patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya (Indrawan & Binekas,
2018). Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi
persoalan yang sangat penting di Indonesia karena Wajib Pajak yang tidak patuh dalam
memenuhi kewajiban pajaknya akan berdampak negatif terhadap negara yang ditandai
dengan berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020). Dalam
implementasinya ternyata masih terdapat banyak Wajib Pajak yang tidak patuh akan
kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan minimnya tingkat
kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari angka tax ratio. Berdasarkan catatan Kementerian
Keuangan, tax ratio pada 2016 sebesar 10,37%, lalu mengalami penurunan ke angka 9,89%
pada 2017, kemudian naik lagi ke angka 10,24% pada 2018. Pada 2019 turun ke angka

9,76% dan pada 2020 kembali menurun ke posisi 8,33% (Putra, 2021).



Upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak tidak dapat hanya mengandalkan
peran DJP dan fiskus saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari Wajib Pajak
(Prameswari, 2019). Dengan diberlakukannya self-assessment system Wajib Pajak
memiliki kebebasan yang seluas luasnya dalam menghitung pajak. Dalam fenomena ini
terkadang ada Wajib Pajak yang dalam menghitung pajak terutangnya tidak sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi
kepatuhan Wajib Pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Subarkah & Dewi, 2017).
Faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik
individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya disebut faktor
internal, seperti religiusitas dan etika uang. Sedangkan, faktor yang berasal dari luar atau
faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu Wajib Pajak seperti

sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak
percaya kepada Tuhan karena takut akan pelanggaran pajak (Dwi et al., 2019). Menurut
Dewanta & Machmuddah (2019) tingkat religiusitas memegang peranan penting dalam
administrasi perpajakan, dalam hal ini tidak lepas dari sifat kejujuran yang harus dimiliki
oleh Wajib Pajak, praktisi dan pejabat pajak. Nilai-nilai agama yang diyakini seseorang
dipandang mampu mengendalikan perilaku negatif dan mendorong perilaku positif dalam
kehidupan sehari-hari (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat
Carsamer & Abbam (2020) dimana keyakinan agama diharapkan dapat memberikan
pengendalian internal bagi individu untuk membedakan dengan jelas antara perbuatan baik
dan buruk. Nilai-nilai agama yang dianut oleh sebagian besar individu secara umum
diharapkan dapat efektif mencegah sikap negatif dan meningkatkan sikap positif dalam

kehidupan sehari-hari individu.



Di Indonesia mayoritas penduduknya memiliki agama. Agama memegang peranan
penting dalam membimbing individu dalam kehidupan sehari-hari (Nazaruddin, 2019).
Dimana mereka menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk berperilaku dan
menghindarkan perilaku negatif dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selain itu,
menurut Dewanta & Machmuddah (2019) bahwa semua agama selalu mengajarkan orang
untuk berbuat baik, memiliki nilai moral yang tinggi, dan mengajarkan seseorang untuk
mencegah perbuatan buruk. Seseorang dengan sikap religiusitas yang tinggi cenderung
untuk berperilaku dan bertindak secara etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak
(Dwi etal., 2019). Oleh karena itu, seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi
diharapkan dapat memilah-milah antara perilaku yang dapat dibenarkan oleh agama dan

perilaku yang tidak dibenarkan dalam agama.

Faktor internal kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu etika uang.
Etika adalah prinsip moral atau keyakinan tentang apa yang benar atau salah (Tang & Chiu,
2002). Sedangkan uang adalah faktor penting dalam kehidupan dari kita semua (Wernimont
& Fitzpatrick, 1972). Uang menjadi sesuatu yang penting dan dibutuhkan oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang memiliki fungsi yaitu sebagai alat tukar,
satuan hitung, dan sebagai alat penyimpan nilai. Pentingnya peran uang dalam kehidupan
membuat seseorang menganggap uang adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak
sedikit orang memiliki kecintaan yang lebih terhadap uang. Anggapan yang seperti itu yang

membuat seseorang akan sangat berhati-hati dalam menganggarkan dan menggunakannya.

Kecintaan akan uang atau money ethics menurut Wahyuni & Purnamawati (2020)
adalah sikap berlebihan yang menunjukkan kecintaan seseorang pada uang dan melihat
uang sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup. Menurut Tang & Chiu (2003) berpendapat
bahwa mereka yang sangat mencintai uang termotivasi untuk melakukan apa pun dalam
menghasilkan uang. Pendapat lain juga disampaikan oleh Dewanta & Machmuddah (2019)
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bahwa ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, maka akan
membuatnya lalai dan mengabaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya. Seseorang
yang memiliki etika uang tinggi (cinta uang) dengan menempatkan kepentingan tinggi pada
uang akan kurang sensitif secara etis dibandingkan individu dengan etika uang rendah (Lau,

2010).

Sementara itu, sosialisasi perpajakan menjadi faktor eksternal penting dalam
meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi pajak menurut Siahaan & Halimatusyadiah
(2019) merupakan upaya Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat mengenai
perpajakan agar Wajib Pajak mengetahui segala sesuatu tentang perpajakan baik dari segi
aturan maupun tata cara perpajakan dengan menggunakan teknik yang tepat. Sosialisasi
penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi mengenai pajak, masyarakat akan
mengetahui dan semakin paham mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan yang sedang
berlaku, sehingga ia akan termotivasi untuk taat pada peraturan pajak. Oleh karena itu,
Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan perpajakan yang paling dasar. Mereka yang tidak
mengetahui pengetahuan mendasar perpajakan akan menyulitkan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak tidak mengetahui tanggal jatuh
tempo SPT, maka Wajib Pajak tidak dapat melaporkan dan menyerahkan SPT tepat waktu

(Fitriah & Muiz, 2021).

Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif akan dapat
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para calon wajib pajak maupun wajib pajak
tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan. Apablia sosialisasi tidak optimal
menyebabkan tingkat penyerapan informasi oleh masyarakat umum akan rendah. Adanya
keterbatasan informasi juga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kewajiban
perpajakan dan bagaimana pemenuhannya, sehingga wajib pajak ragu untuk mematuhinya
(Ardiyanti & Supadmi, 2020). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak
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akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga,
sosialiasasi pajak penting untuk dilakukan karena diharapkan dengan adanya hal tersebut

kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Dalam peningkatan kepatuhan pajak, faktor eksternal lain yang juga tidak kalah
penting adalah modernisasi sistem administrasi perajakan. Modernisasi sistem administrasi
perpajakan merupakan bentuk adanya reformasi di bidang perpajakan. Alasan
dilaksanakannya reformasi perpajakan adalah tuntutan adanya peningkatan penerimaan,
perbaikan dan perubahan mendasar di segala bidang perpajakan (Rahayu & Lingga, 2009).
Dalam pelaksanaan good governance, konsep dari modernisasi perpajakan adalah
pelayanan prima dan pengawasan yang intensif (Rahayu & Lingga, 2009). Peran sektor
pajak yang besar dan belum optimalnya kepatuhan membayar pajak membuat pemerintah
yakni DJP terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam upaya
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satu langkah strategis pelaksanaan misi
dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pelayanan modernisasi administrasi perpajakan
yang berbasis teknologi untuk kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan
(Safrita, 2022). Sistem administrasi perpajakan yang penerapannya transparan dan
akuntabel dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini
merupakan perwujudan adanya pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan

(Nurfauziaha & Hak, 2017).

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga semakin pesat.
Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan yang semakin memudahkan kehidupan
manusia dalam segala hal termasuk kemudahan administrasi perpajakan. Pemerintah
berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi melalui pembuatan program berbasis web secara online untuk pembuatan
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NPWP, pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam pemanfaatan teknologi informasi,
khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan membuat banyak tugas-tugas
yang biasanya dilakukan oleh manusia dapat digantikan oleh sistem atau mesin (Aryati &
Putritanti, 2017). Oleh karena itu, kemudahan yang didapatkan dari pelayanan yang baik
dengan memanfaatkan teknologi canggih yang mumpuni dalam melaksanakan self
assessment system diharapkan berfungsi efektif dan efisien serta dapat memudahkan dan

memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara global, usaha kecil dan menengah (UKM) adalah tulang punggung
perekonomian melalui kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, inovasi dan peningkatan
kesejahteraan (Carsamer & Abbam, 2020). Peranan adanya usaha mikro, kecil, dan
menengah dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting. UMKM memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam menopang perekonomian negara. Kendati demikian
kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia cukup tinggi, namun sebenarnya

terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak termasuk

rendah.
Tabel 1.1 Penerimaan Negara dan Jumlah UMKM 2015-2019
Tahun Target Realisasl Jumlah Pelaku UMKM
(dalam Triliun) (dalam Triliun)
2015 Rpl.489,3 Rpl.240,4 59.262.772
2016 Rp 1.539,1 Rpl.284,7 61.651.177
2017 Rp 1.472,7 Rp1.343,5 62.922.617
2018 Rp 1.618,0 Rp1.518,7 64.194.057
2019 Rp 1.786,3 Rpl.546,1 65.465.497

Sumber: www.kemenkeu.go.id dan www.kemenkopukm.go.id

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa data tersebut menunjukkan penerimaan

pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah pelaku



http://www.kemenkeu.go.id/
http://www.kemenkopukm.go.id/

UMKM yang ada di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 juga mengalami peningkatan.
Namun, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa
kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana,
2021). Teten berpendapat bahwa pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang
sangat besar dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 %. Akan tetapi, walaupun
jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat
rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
yang mencatat bahwa, dari sekitar 67 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
yang ada di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang telah membayar pajak (Santia, 2020).
Sementara itu, pada Gambar 1.1 menunjukkan data bahwa kontribusi terbesar penerimaan
pajak ada pada sektor industri pengolahan sebesar 29,9% dan sektor perdagangan sebesar

22,1%.

Penerimaan Sektor-Sektor Utama

Kontribusi
Industri
Pengolahan 2%
Perdagangan 22,1%
Jasa Keuangan
& Asuransi

Konstruksi &
Real Estat

12,9%

Pertambangan

Informasi &
Komunikasi
Transportasi &
Pergudangan
Jasa
Perusahaan

Sumber: Laporan APBN Kita Desember 2021

Gambar 1.1 Penerimaan Sektor-sektor Utama

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu untuk
menjelaskan perilaku individu yang terkait dengan kepatuhan pajak, banyak dari peneliti

menggunakan teori atribusi dan theory of planned behavior. Teori atribusi merupakan teori
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tentang perilaku manusia yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini
menjelaskan bahwa perilaku seseorang timbul dari faktor internal dan faktor eksternal.
Sedangkan, theory of planned behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen
pada tahun 1991 yang juga menjelaskan mengenai perilaku seseorang yang didasarkan pada
niat ingin berperilaku. Dalam theory of planned behavior terdapat tiga jenis kepercayaan,
yaitu (a) kepercayaan perilaku (behavioral beliefs); (b) kepercayaan normatif (normative

beliefs); (c) kepercayaan kontrol (control beliefs).

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu terdapat inkonsistensi
hasil temuan. Dimana penelitian mengenai religiusitas yang dilakukan oleh Hwang &
Nagac (2021) memperoleh hasil bahwa religiusitas memberikan pengaruh yang kuat
terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Carsamer & Abbam (2020) memperoleh
hasil yang berbeda dimana religiusitas tidak mendorong kepatuhan pajak UKM. Penelitian
terdahulu mengenai money ethics yang dilakukan olenh Wahyuni & Purnamawati (2020)
menemukan hasil bahwa money ethics berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Hasil tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniarta &
Purnamawati (2020) bahwa money ethics tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Selain itu, penelitian terdahulu mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Vionita &
Kristanto (2018) menemukan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Machfiroh et al. (2020) bahwa sosialiasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu oleh Wulandara & Adnan
(2019) mengenai modernisasi sistem perpajakan dengan hasil bahwa modernisasi sistem
administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Amah (2018) yang
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menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan adanya research gap dari penelitian
terdahulu, maka penelitian kali ini mencoba untuk meninjau kembali variabel-variabel
tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen religiusitas,
money ethics, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.
Sedangkan untuk variabel dependennya menggunakan kepatuhan pajak. Penelitian ini
mengembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati
(2020) yang dalam penelitiannya menggunakan tiga variabel independen yaitu spiritual,
psychological, dan social dimensions dan satu variabel dependen vyaitu taxpayers

compliance.

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini memang sudah pernah diteliti
oleh peneliti sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dimana dalam penelitian ini akan
menggunakan pengukuran yang berbeda dimana peneliti terdahulu menggunakan karma
phala (sebagai dimensi spiritual agama Hindu) sedangkan dalam penelitian ini
menggunakan religiusitas (sebagai dimensi spiritual secara umum). Penelitian ini
menggunakan teknik sampling yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana
penelitian ini menggunakan purposive sampling sedangkan penelitian terdahulu
menggunakan convenience sampling. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menguiji
teori GONE melalui variabel etika uang. Teori GONE merupakan teori yang banyak
digunakan dalam penelitian mengenai korupsi. Digunakannya teori GONE dikarenakan
peneliti-peneliti yang telah meneliti tentang kepatuhan pajak masih jarang menggunakan
teori ini. Kebanyakan peneliti-peneliti terdahulu menggunakan teori atribusi dan theory of
planned behavior. Selain itu, teori ini cukup relevan untuk menjelaskan bahwa etika uang
termasuk ke dalam faktor greeds (keserahan). Untuk itu, peneliti ingin membuktikan
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apakabh teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang tentang etika uang

pada kepatuhan pajak.

Penelitian ini juga menambahkan satu variabel independen yaitu modernisasi
sistem administrasi perpajakan. Alasan penambahan variabel tersebut dikarenakan pajak
sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan negara. Namun, pajak di
Indonesia masih sulit untuk dikelola (Kustiawan et al., 2019). Untuk itu, Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) dalam mencapai tujuan pemerintah tersebut, memiliki beberapa cara
untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, antara lain melakukan
perubahan dengan membuat program-program yang memudahkan masyarakat untuk
membayar pajak (Anggadini et al., 2022). Perkembangan teknologi yang semakin maju dan
semakin berkembang dapat memudahkan manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-
hari. Salah satu yang terdampak oleh adanya kemajuan teknologi yaitu pada sistem
administrasi perpajakan. Dengan bantuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang
mampu menciptakan sebuah program diantaranya yaitu kemudahan dalam pendaftaran,
pelaporan dan pembayaran pajak secara online. Namun ternyata tidak sedikit wajib pajak
yang mengalami kesulitan dalam tahapan-tahapan pengisian e-filingnya (Cristina, 2021).

Untuk itu, peneliti menambahakan variabel tersebut sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH RELIGIUSITAS, ETIKA
UANG, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

UMKM DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia?

12



b. Apakah etika uang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia?

c. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Indonesia?

d. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM di Indonesia?

1.3 Tujuan Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguiji,
mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh religiusitas, etika uang, sosialisasi
perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan

Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian
141 Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang sebesar-
besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi
terutama perpajakan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak.

b. Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi
penelitian-penelitian yang akan datang dibidang akuntansi perpajakan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seperti religiusitas, etika uang,
sosialisai perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

142 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan

pikiran bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) didalam
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penyelenggaraan kebijakan dalam rangka upaya meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dasar
pertimbangan bagi petugas pajak atau account representative dalam menimbang
dan meningkatkan kualitas pelayanan terkait upaya peningkatan kepatuhan Wajib

Pajak.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Luas
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban formal maupun material, serta diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan pendahuluan yang mengemukan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta menguraikan sistematika

penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu terkait kepatuhan

pajak, kerangka teoritik, pengembangan hipotesis, dan kerangka berfikir.

BAB Il METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis

penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber
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data, metode pengumpulan data, teknik penentuan skala, definisi dan pengukuran

variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dilakukan analisis mengenai hasil olah data yang diperoleh menggunakan

sampel dalam penelitian, deskripsi data hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang dibahas pada bab
sebelumnya serta saran yang mungkin dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan

terkait kepatuhan pajak.
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BAB Il
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Attribution Theory

Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dimana
teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang.
Perilaku seseorang menurut Heider ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces)
dan kekuatan eksternal (external forces) (Nuraprianti et al., 2019). Perilaku yang
disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali
pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah apa yang
kita bayangkan oleh situasi yang memaksa individu untuk melakukannya (Robbins &
Judge, 2013). Menurut Luthans (2005) attribution theory merujuk pada cara orang
menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri mereka sendiri yang ditentukan
apakah berasal dari dalam diri seseorang seperti kepribadian, watak, perilaku, dll
maupun berasal dari luar seperti keadaan tertentu atau tekanan situasi yang akan

mempengaruhi tingkah laku individu.

Teori atribusi mengungkapkan bahwa orang mencoba mencari tahu mengapa
mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Attribution theory juga menjelaskan
tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan
mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori ini erat kaitannya
dengan kepatuhan wajib pajak. Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah
bahwa seseorang dipengaruhi faktor internal dan eksternal dalam menentukan perilaku
patuh atau tidaknya dalam membayar pajak. Religiusitas dalam penelitian ini
merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang termasuk

dalam faktor internal. Sementara itu, variabel sosialisasi pajak dan modernisasi sistem
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2.1.2

administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi relevan untuk menjelaskan
variabel religiusitas yang berasal dari dalam diri individu dan mengarah pada
kepribadian yang ada dalam diri seseorang, seperti karakter individu dan niat untuk
berperilaku (Darmawati & Zelmiyanti, 2021). Peran nilai-nilai agama diharapkan bisa
menghindarkan seseorang dari penyimpangan dan dapat memotivasi perilaku baik
sesuai dengan ajaran agama, misalnya niat untuk mematuhi peraturan perpajakan dan
jujur dalam memenuhi kewajiban pajak. Keterikatan seseorang pada agama yang
dicerminkan dalam tingkah lakunya diharapkan bisa menjadi kontrol perilaku yang
tepat dalam segala hal salah satunya yaitu pada kepatuhan dalam perpajakan. Lebih
lanjut, tingginya religiusitas yang dimiliki seseorang akan membuatnya menghindari

perilaku menyimpang dan mengarah pada perilaku etis.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behaviour adalah teori mengenai perilaku individu yaitu
perilaku individu untuk termotivasi dalam mengerjakan sesuatu. Ajzen pada tahun 1991
memperkenalkan Teori Perilaku Berencana atau Theory of Planned Behavior (TPB)
yang merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Dalam TRA
niat seseorang atau individu dalam berperilaku berasal dari dua faktor yaitu attitude
toward the behavior dan subjective norm. Kemudian Ajzen menambahkan satu faktor
lagi pada TPB vyaitu perceived behavior control. Sehingga, perilaku seseorang tidak
hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif saja tetapi dipengaruhi juga oleh

kontrol perilaku.
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Theory of Planned Behavior adalah niat yang timbul dari individu untuk
berperilaku dan niat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari internal maupun
eksternal dari individu tersebut. Perilaku patuh individu terhadap ketentuan pajak
dipengaruhi oleh niat (intention) untuk patuh. Tiga jenis kepercayaan dalam perilaku
manusia yang dijelaskan dalam TPB, yaitu (a) kepercayaan perilaku (behavioral
beliefs) adalah sikap terhadap perilaku dan mengacu pada sejauh mana seseorang
memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari
perilaku yang bersangkutan; (b) kepercayaan normatif (normative beliefs) adalah faktor
sosial yang disebut norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan
untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku; (c) kepercayaan kontrol (control
beliefs) adalah tingkat kontrol perilaku yang dirasakan dan mengacu pada kemudahan
atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan
mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan-hambatan yang diantisipasi

(Ajzen, 1991).

Theory of Planned Behaviour adalah landasan yang digunakan dalam
memprediksi perilaku pada wajib pajak. Dalam Theory of Planned Behaviour (TPB)
dijelaskan bahwa perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena niat untuk
berperilaku. Ajzen berpendapat bahwa seseorang akan cenderung lebih mau melakukan
suatu perilaku hanya jika ketika mereka merasa bahwa mereka dapat menerapkannya
dengan baik dan mendapat manfaat dari perilaku tersebut (Kussuari & Boenjamin,
2019). Sebelum melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan atas hasil perilakunya
dan kemudian dia akan memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak
(Ariyanto et al., 2020). Apabila wajib pajak memiliki niat untuk patuh terhadap
kewajiban perpajakannya maka akan terjadi perilaku tax compliance (kepatuhan pajak)

(Lesmana et al., 2018). Dalam teori ini, menunjukkan seberapa besar upaya yang telah
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dilakukan oleh wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan, misalnya kepatuhan
wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu, kepatuhan wajib pajak dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) baik secara berkala (masa) maupun

tahunan.

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory of Planned Behavior
(TPB) dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berhubungan dengan normative
beliefs yaitu salah satu kepercayaan pada TPB yang menunjukkan bahwa ketika akan
melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan adanya sosialisasi
perpajakan, wajib pajak diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak
yang berlaku sehingga wajib pajak akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman
perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, sosialisaisi pajak yang memberikan
pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku membuat wajib
pajak termotivasi untuk taat pajak. Hal tersebut membuat wajib pajak menjadi percaya
dan memiliki niat untuk taat dan patuh pada peraturan perpajakan karena sadar bahwa

pajak sangat berperan penting dalam perekonomian negara.

Theory of planned behavior juga berhubungan dengan variabel modernisasi
sistem administrasi perpajakan yang bertautan juga dengan keyakinan normatif
(normative beliefs) dimana keyakinan normatif merupakan harapan yang dipersepsikan
satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam
mematuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Apabila seseorang
mempercayai pada hal-hal yang menunjang sistem perpajakan yang baik, melalui
modernisasi administrasi perpajakan dalam hal ini yaitu fasilitas dan layanan
pemerintah maka ia akan termotivasi dan kemudian ia akan memiliki niat untuk taat
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2.1.3

dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor pendorong dan
motivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak adalah
kemudahannya untuk mememuhi kewajiban (Anggraeni & Lenggono, 2021).
Efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak, seperti administrasi perpajakan
sangat menentukan penerimaan pajak, semakin rumit adminstrasi yang harus dilakukan
menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Wijayanti & Budi,
2010). Seiring dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan
meningkatkan pelayanan pemerintah dan mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban pajaknya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Sehingga diharapkan dengan
adanya pelayanan dan fasilitas yang semakin baik dan maju dari pemerintah secara

efektif akan membantu wajib pajak taat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

GONE Theory

Teori GONE (GONE theory) yang dikemukakan oleh Jack Bologne dalam
bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime yang diadaptasi
oleh BPKP12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999,
bahwa terdapat faktor penyebab terjadinya kecurangan, yaitu Greeds (Keserakahan),
Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan) dan Exposures (Pengungkapan) yang

sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi.

a. Greeds (keserakahan), bertautan dengan adanya tingkah laku serakah yang
berpotensi ada dalam diri setiap orang.

b. Opportunities (kesempatan), bertautan dengan organisasi, institusi, atau lingkungan
sosial yang memungkinkan seseorang berkesempatan untuk melakukan
kecurangan.

c. Needs (kebutuhan), bertautan dengan faktor yang dibutuhkan individu dalam
menjalani kehidupan normal.
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d. Exposures (pengungkapan), bertautan dengan konsekuensi atau akibat yang

dihadapi pelaku kecurangan jika pelaku kedapatan melakukan penyimpangan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, teori GONE ini relevan untuk menjelaskan
variabel etika uang. Berdasarkan teori ini, dapat dikatakan bahwa etika uang (money
ethics) berhubungan dengan greed. Greed berkaitan dengan keserakahan dimana
seseorang yang sangat mencintai uang cenderung enggan membelanjakannya untuk
hal-hal yang tidak memberikan imbal balik kepadanya, sementara itu pajak adalah
pungutan wajib yang dibayarkan ke kas negara tanpa timbal balik langsung kepada

wajib pajak (Hafizhah et al., 2016).

Religiusitas

Religiusitas adalah keyakinan individu pada agama yang menjadi dasar saat
menjalankan kehidupan agar sesuai dengan tuntunan agama (Mutingatun &
Hidayatulloh, 2020). Menurut Ermawati & Afifi (2018) religiusitas adalah sikap
keagamaan seseorang untuk bersifat jujur dan berbuat adil sesuai dengan keyakinannya
sendiri-sendiri. Selanjutnya, religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang
melekat dari kepercayaan, gaya hidup, kegiatan ritual, dan institusi yang memberikan
makna pada kehidupan manusia dan menuntun manusia kepada nilai-nilai sakral atau

nilai-nilai tertinggi (Corbett, 1990).

Religiusitas mengacu pada tingkat keterikatan seseorang terhadap nilai-nilai
agama yang dipercaya seseorang. Di dalam nilai-nilai agama setiap individu, dalam hal
ini Wajib Pajak tentunya mengajarkan mengenai beberapa hal yang dianggap baik
untuk dapat menjalani kehidupan di dunia saat ini (Saragih et al., 2020). Menurut Dwi
et al. (2019) mengemukakan bahwa religiusitas adalah keyakinan yang dimiliki oleh

wajib pajak bahwa wajib pajak percaya kepada Tuhan, dimana wajib pajak takut
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2.15

melanggar peraturan perpajakan. Sehingga, dengan adanya nilai-nilai agama ini
diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dan lebih jujur dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya.

Secara umum, semua agama mempunyai tujuan yang sama untuk
mengendalikan perilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Agama diharapkan dapat
memberikan kontrol dari dalam diri seseorang untuk pemantauan diri terhadap perilaku
etis. Seseorang yang memiliki perilaku baik dan perilaku jujur akan bertindak bijaksana
dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan bijak ini dapat terlihat dari perilaku individu
dalam memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan (Ermawati & Afifi, 2018).
Memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban dari wajib pajak
yang dapat berupa kewajiban dalam membayar pajak dan kewajiban dalam melapor
pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas akan berusaha untuk bertindak sesuai
dengan norma yang berlaku, sehingga wajib pajak yang sangat religius akan berusaha
untuk mematuhi undang-undang perpajakan dan berusaha untuk tidak melanggar aturan

yang berlaku (Ermawati & Afifi, 2018).

Etika Uang (Money Ethics)

Money ethics (etika uang) merupakan pandangan seseorang terhadap uang
(Razif & Rasyidah, 2019). Etika uang atau money ethics sangat erat kaitannya dengan
perilaku tidak etis yang dilakukan oleh seseorang (Mawarista & Aulia, 2020). Dimana
seseorang menganggap uang sebagai prioritas. Kecintaan akan uang atau money ethics
adalah sikap berlebihan yang memperlihatkan kasih sayang seseorang terhadap uang
dan memandang uang sebagai sumber kebahagiaan dalam kehidupannya (Wahyuni &
Purnamawati, 2020). Orang yang sangat cinta akan uang atau memiliki etika uang

tinggi, lebih tertarik pada uang dan akan menempatkan uang lebih penting dan secara
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etika memiliki sikap tanggap yang lebih sedikit daripada mereka yang mempunyai etika

uang yang lebih rendah (Razif & Rasyidah, 2019).

Love of money merupakan sifat seseorang yang menganggap bahwa uang
merupakan hal yang sangat penting, mereka bersedia melakukan segala macam cara
untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang (Agustina &
Julia, 2021). Hal ini sesuai dengan teori GONE bahwa penyebab kecurangan terdiri dari
empat faktor yaitu: Greed, Opportunities, Need dan Exposes (Isgiyata et al., 2018).
Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang berpotensi ada
dalam pribadi setiap orang. Opportunity atau kesempatan mengacu pada suatu sistem
yang memberikan lubang penghindaran pajak yang berhubungan dengan keadaan suatu
organisasi/lembaga atau lingkungan masyarakat yang membuka peluang bagi
seseorang untuk melakukan kecurangan. Need atau kebutuhan merupakan sikap mental
konsumerisme yang tidak pernah merasa cukup. Exposes bertautan dengan konsekuensi
atau akibat yang dihadapi pelaku kecurangan ketika ditemukan bahwa ia telah

melakukan kecurangan.

Seseorang yang menjunjung tinggi uang berpikir bahwa ketika ia memiliki uang
yang banyak, kualitas hidupnya akan meningkat menjadi lebih baik dan dapat
meningkatkan taraf hidup serta status sosialnya (Christin & Tambun, 2018). Seseorang
yang sangat mencintai uang cenderung tidak mau membelanjakan uangnya untuk
sesuatu yang tidak mendatangkan apa-apa, sedangkan pajak adalah pungutan wajib
yang disetorkan ke kas negara dengan tidak ada timbal balik secara langsung kepada
wajib pajak (Hafizhah et al., 2016). Menurut Pratama et al. (2020) semakin tinggi etika
uang seseorang, maka kemungkinan mereka untuk melakukan kecurangan pajak (tax
evasion) juga semakin besar. Semakin tinggi tingkat cinta uang atau love of money yang
dimiliki seseorang, maka akan semakin rendah persepsi etis yang dimilikinya, begitu
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2.1.6

pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena jika seseorang sangat mencintai uang, ia
mencoba melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya namun tidak sesuai

dengan etika (Farhan et al., 2019).

Sosialisasi Pajak

Wuryanto et al. (2019) mengemukakan sosialisasi perpajakan merupakan upaya
yang dilakukan kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai peraturan
perpajakan dan tata cara perpajakan. Menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) sosialisasi
pajak adalah usaha pemerintah dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada
wajib pajak tentang segala hal mengenai perpajakan, mulai dari kebijakan yang harus
diikuti oleh wajib pajak hingga prosedur perpajakan. Sedangkan menurut Vionita &
Kristanto (2018) sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk
memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah agar wajib pajak menjadi sadar untuk
mematuhi kewajiban pajaknya dan calon wajib pajak secara sukarela bersedia menjadi
wajib pajak. Seperti halnya pada Theory of Planned Behavior (TPB) dimana salah satu
faktor penentu niat perilaku seseorang yaitu normative beliefs, dimana individu
mempercayai adanya motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Bagi
pemerintah khususnya Dirjen Pajak sosialisasi perpajakan merupakan peranan penting
dalam menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib

Pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Sosialiasai pajak penting dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, dan ketaatan dalam kepatuahan membayar pajak. Hal ini

sesuai dengan pendapat Wuryanto et al. (2019) bahwa sosialisasi ini diperlukan agar
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2.1.7

wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, serta mengetahui peran dan
fungsi pajak. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara
langsung seperti seminar maupun dengan media komunikasi lainnya seperti surat kabar,
iklan, siaran TV ataupun radio (Machfiroh et al., 2020). Adanya kegiatan sosialisasi ini
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun
wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara
(Naufal & Setiawan, 2018). Pemberian sosialisasi oleh pemerintah juga membantu
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang perpajakan yang
pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar tindakan dan keputusan yang berkaitan

dengan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan penerimaan negara sosialisasi
pajak sangat penting untuk dilakukan dalam mendorong wajib pajak agar patuh dan taat
akan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk menambah
pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan kepada masyarakat luas (Vionita & Kristanto, 2018). Dengan diberikannya
sosialisasi pajak terhadap wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dan

kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan
perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan
perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi
aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang
handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Menurut Andry & Sandra (2017) modernisasi
sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam
perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang
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bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Salah satu
faktor eksternal yang dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan
perpajakan adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan (Arismayani et al.,

2017).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP memiliki tujuan
untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima pada masyarakat
(Nurfauziaha & Hak, 2017). Good governance, adalah pelaksanaan sistem administrasi
perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan sistem informasi
teknologi yang handal dan terkini (Nurfauziaha & Hak, 2017). Sistem
pengadministrasian yang baik adalah yang dapat diakses, memiliki informasi yang
cepat, akurat, dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Modernisasi
perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target
penerimaan pajak semata, malainkan juga penting dilakukan untuk menuju adanya
perubahan paradigma perpajakan, dimana ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan
juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi

masyarakat (Utari et al., 2020).

Saat ini sistem administrasi perpajakan telah mengalami kemajuan dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dikenal dengan modernisasi sistem
administrasi perpajakan. Agar lebih mudah untuk digunakan bentuk modernisasi sistem
administrasi perpajakan ini perlu untuk terus dikembangkan. Sistem administrasi yang
sederhana dan cepat tentu akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Adanya modernisasi atau pembaharuan sistem, memberikan
kemudahan bagi seseorang dalam melaksanakan kewajibannya (Laksmi & Lasmi,
2021). Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, para wajib pajak yang
memenuhi kewajiban perpajakan mempunyai keyakinan dan harapan bahwa pajak yang

26



2.1.8

disetorkannya ke kas negara dapat digunakan secara optimal, menjamin kemakmuran
negara dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh (Aryati & Putritanti, 2017). Dengan
modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan menjadi salah satu upaya dalam
menaikkan angka kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

(Sari & Rejeki, 2021).

Tujuan dengan adanya reformasi administrasi menurut Rahayu & Lingga

(2009), yaitu:

a. untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas dalam memenuhi
kewajiban pajaknya;

b. untuk mengelola pemungutan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas
penerimaan dan pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat
diketahui;

c. untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanan pemungutan pajak, terutama
yaitu kepada aparat pengumpul pajak, Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat

luas pembayar pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang dengan sukarela dan jujur
memenuhi kewajiban perpajakannya berupa perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan
pelaporan pajak tanpa paksaan (Dwi et al., 2019). Menurut Rahayu (2013) yang
mengatakan bahwa kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan menurut
Siahaan & Halimatusyadiah (2019) kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi
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pembangunan negara, yang harus dilaksanakan secara sukarela dan melaporkan surat

pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.

Self-assessment merupakan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia
sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam perpajakan, dimana self-
assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

Menurut Vionita & Kristanto (2018) ada dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban

secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Seperti,
wajib pajak mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak
terhutangnya.
Contoh: ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Wajib pajak telah melaporkan
SPT Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah
memenuhi ketentuan formal.

2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua
ketentuan material perpajakan, dengan maksud sesuai dengan isi dan jiwa undang-
undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Seperti, mengisi SPT dengan lengkap dan jujur.

Contoh: wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan vyaitu dengan mengisi
berdasarkan keadaan yang sebenarnya, lengkap, sesuai dengan ketentuan dan
menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu terakhir yaitu sebelum atau pada

tanggal 31 Maret.
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Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak sebagai berikut:

a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT,;

b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan
pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

c. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut; dan

d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.9 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa UMKM adalah:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha
Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang ini.
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c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha
Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang dimiliki atau
dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
pasal 6 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan kriteria yang termasuk

UMKM, yaitu:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah).
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Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

(lima puluh milyar rupiah).

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

) Kriteria
No. Uraian
Aset Omzet
1. Usaha Mikro Maks. Rp50 juta Maks. Rp300 juta
2. Usaha Kecil > Rp50 juta — Rp500 juta > Rp300 juta — Rp2.5 M
3. Usaha Menengah > Rp500 juta— Rp10 M >Rp2.5M -Rp50 M

Sumber: UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.2 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang masih memiliki tingkat
relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian
terdahulu mengenai religiusitas, etika uang (money ethics), sosialisasi perpajakan dan
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti
memiliki beberapa hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dalam
penelitian sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. Adapun

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian
Hwang & Independen: Religiusitas memberikan pengaruh yang
Nagac (2021)  Religiosity kuat terhadap kepatuhan pajak.
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Dependen:

Tax Compliance

Independen: E-sistem dan sanksi pajak memiliki
Dwi et al. Penerapan E-Sistem, Sanksi ~ pengaruh positif terhadap kepatuhan
(2019) Pajak, Religiusitas membayar pajak. Religiusitas tidak
Dependen: berpengaruh terhadap kepatuhan
Kepatuhan Membayar Pajak  membayar pajak.
Independen: Etika uang (sebagai dimensi psikologis)
) Spiritual, Psychological, dan sosialisasi pajak (sebagai dimensi
Yuniarta & ] ] ] ] ] o
_ Social Dimensions sosial) tidak berpengaruh signifikan
Purnamawati _
(2020) Dependen: terhadap kepatuhan pajak. Karma phala
Taxpayers Compliance (sebagai dimensi spiritual) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak usaha.
Independen: Psychological cost dan religiusitas
o Psychological Cost, berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Artharini &

Noviari (2020)

Religiusitas, Love of Money
Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Badan sektor UMKM,
sedangkan love of money berpengaruh
negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Badan sektor UMKM.

Laksmi &
Lasmi (2021)

Independen:

Kesadaran, Sanksi
Perpajakan, Modernisasi
Sistem Administrasi
Perpajakan

Dependen:

Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran, sanksi  perpajakan  dan
modernisasi sistem administrasi
perpajakan  berpengaruh  positif  dan

signifikan terhadap tingkat kepatuhan

setiap wajib pajak orang pribadi.

Damayanti &
Amah (2018)

Independen:

Modernisasi Sistem
Administrasi, Pengampunan
Pajak

Dependen:

Kepatuhan Wajib Pajak OP

Modernisasi sistem administrasi
tidak
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Sedangkan pengampunan pajak secara

Secara

parsial berpengaruh  terhadap

parsial berpengaruh terhadap kepatuhan
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wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di
KPP Pratama Madiun.

Independen: Pemahaman peraturan perpajakan,
Understanding Taxation perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan,
Regulations, Tax Rates, Tax  sosialisasi perpajakan, pelayanan

Machfuzhoh & Sanctions, Tax Socialization, administrasi perpajakan, pelayanan online

7. Pratiwi (2021) Fiscus Services, Online berpengaruh  positif terhadap tingkat
Services kepatuhan wajib pajak.
Dependen:

The Level of Compliance
with MSME Taxpayers

2.3 Pengembangan Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan atau pendapat yang belum diketahui kebenarannya
dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah pada penelitian (Purnomo,
2016). Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian sampai

terbukti melalui data yang terkumpul dan kemudian diolah menggunakan alat analisis.
2.3.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk bersikap jujur dan
bertindak adil sesuai dengan keyakinannya (Ermawati & Afifi, 2018). Seseorang yang
dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai sikap jujur maka ia akan bersikap
bijaksana. Kebijaksanaan ini dapat terlihat dari sikap seseorang dalam menjalankan
kewajibannya (Ermawati & Afifi, 2018). Kewajiban dalam membayar pajak dan
kewajiban melaporkan pajak merupakan contoh dari kewajiban yang harus dipenuhi

oleh wajib pajak.

Religiusitas jika dikaitkan dengan teori atribusi termasuk kedalam faktor

internal yaitu dispotional atributions (penyebab internal) yang mengacu perilaku
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individu dalam hal ini seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi
(Arini et al., 2021). Adanya nilai-nilai agama yang dipercaya oleh masing-masing
pribadi diharapkan dapat menciptakan perilaku baik dan mencegah perilaku buruk pada
kehidupan sehari-hari. Perilaku positif tersebut salah satunya yaitu wajib pajak menjadi

patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Nilai religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai
religiusitas termasuk faktor internal yang dapat memengaruhi sikap seseorang untuk
bertindak. Semakin tinggi religiusitas seseorang maka akan berpengaruh terhadap
kepatuhannya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ermawati & Afifi (2018) bahwa
tingkat religiusitas tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan

kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanifah & Yudianto (2019)
menemukan bahwa uji secara parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan olen Darmawati & Zelmiyanti (2021) dimana nilai
religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu,
penelitian lain yang dilakukan oleh Mohdali & Pope (2014) mendapatkan hasil bahwa

religiusitas memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai

berikut:

H1: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

Indonesia.
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2.3.2 Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kepatuhan Pajak

Kecintaan akan uang atau money ethics adalah sikap berlebihan yang
menunjukkan kecintaan seseorang terhadap uang dan melihatnya sebagai sumber
kebahagiaan dalam hidupnya (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Menurut Razif &
Rasyidah (2019) orang dengan etika uang tinggi atau orang yang sangat mencintai uang,
lebih berorientasi pada uang dan kurang sensitif secara etis daripada orang dengan etika

uang rendah.

Etika uang jika dikaitkan dengan teori GONE maka berhubungan dengan faktor
greed. Dimana faktor greed bertautan dengan adanya perilaku serakah yang berpotensi
ada dalam diri setiap orang. Greed bertautan dengan keserakahan dimana pecinta uang
cenderung sangat tinggi tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak
menguntungkan mereka. Sementara itu pajak merupakan pungutan wajib yang
disetorkan ke kas negara tanpa imbalan langsung kepada Wajib Pajak (Hafizhah et al.,

2016).

Seseorang yang sangat memiliki keinginan kuat akan uang mempunyai minat
yang kuat terhadap uang dan menganggap kecurangan pajak sebagai cara yang dapat
diterima atau etis dilakukan (Pratama et al., 2020). Orang-orang yang sangat menyukai
uang mereka cenderung tidak membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak memberi
imbalan besar kepadanya (Purwanti & Herawati, 2020). Oleh karena itu, hal ini
menyebabkan keinginan di kalangan wajib pajak yang sangat mencintai uang untuk
menjalankan penyimpangan pajak dengan tidak membayar pajak atau melaporkan

pajak dengan nilai yang salah.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Purwanti & Herawati (2020)

dengan hasil menunjukkan bahwa love of money berpengaruh negatif dan signifikan

35



2.3.3

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang
dilakuakan oleh Artharini & Noviari (2020) menunjukkan hasil bahwa love of money

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sektor UMKM.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai

berikut:

H2: Etika uang (money ethics) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di Indonesia.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah usaha pemerintah dalam membekali masyarakat
dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku (Vionita & Kristanto, 2018). Adanya sosialisasi yang optimal
melalui pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak
diharapkan wajib pajak mengerti mengenai manfaat dari kebijakan yang berlaku,
mekanisme dan prosedur dalam pembayaran pajak, sehingga pengetahuan mengenai
pajak dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Gustiari &

Suprasto, 2018).

Berdasarkan theory of planned behavior dapat dikatakan bahwa sosialisasi
berhubungan dengan normative belief. Dimana normative belief adalah norma yang
dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan
keputusan. Adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak akan diberikan pengetahuan
dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku sehingga wajib pajak yang
mempunyai pengetahuan perpajakan memadai akan termotivasi untuk taat dan patuh

dalam membayar pajak karena sadar akan peranan penting dalam membayar pajak.
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Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat
memahami informasi yang diberikan. Kejelasan dalam memberikan sosialisasi dapat
dipengaruhi oleh cara atau media sosialisasi yang mungkin mudah untuk dimengerti
oleh wajib pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, khususnya
pemilik UMKM maka para pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya. Selain itu, partisipasi wajib pajak dalam sosialisasi
perpajakan akan memungkinkan wajib pajak untuk mengenali, memahami dan
menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan, dan akan memungkinkan wajib pajak
untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan pendapat
Kurniasi & Halimatusyadiah (2019) bahwa melalui sosialisasi pajak yang intensif maka
dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua
hal yang berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, sosialisasi pajak mempunyai
peranan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketidaktahuan wajib pajak dapat
menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak pada kewajiban pajaknya. Hal ini
menyebabkan sosialisasi perpajakan menjadi penting dan berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vionita & Kristanto (2018)
memaparkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
perpajakan bagi prospective taxpayer. Hasi tersebut sejalan dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Andreas & Savitri (2015) bahwa sosialisasi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai

berikut:
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H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM di Indonesia.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan
perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan
perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi
aparat petugas pajak dengan cara memanfaatkan sistem informasi teknologi yang
handal dan terkini (Kurniawan, 2018). Menurut Rahayu & Lingga (2009) mengatakan
bahwa implementasi sistem administrasi pajak modern merupakan penerapan sistem
administrasi pajak yang disempurnakan dan ditingkatkan secara individu, kelompok
atau lembaga, sehingga lebih efisien, ekonomis dan lebih cepat. Salah satu faktor dari
luar (eksternal) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang
perpajakan adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan (Arismayani et al.,
2017). Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP memiliki tujuan
untuk menerapkan good governance dan pelayanan prima pada masyarakat dimana
good governance adalah pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang transparan
dan akuntabel, dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan

terkini (Nurfauziaha & Hak, 2017).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berdasarkan theory of planned
behavior berhubungan dengan normative belief dimana harapan yang dipersepsikan
satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam
mematuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021). Pada theory of planned

behavior juga menjelaskan bahwa terdapat faktor yang mendorong atau menghambat
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perilaku (Anggraeni & Lenggono, 2021). Orang yang percaya pada hal-hal yang
menunjang sistem perpajakan yang baik, seperti layanan instansi pemerintah dan
modernisasi administrasi perpajakan, akan lebih patuh dalam membayar pajak
(Anggraeni & Lenggono, 2021). Sehingga dengan adanya modernisasi administrasi
pajak, hal ini dapat mendorong pelayanan pemerintah menjadi lebih baik dan

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu aspek penting yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak
adalah modernisasi sistem administrasi pajak. Pemerintah dalam melayani wajib pajak
dan membantu wajib pajak membayar pajak secara efektif dan efisien akan dipermudah
dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Tentunya hal ini bagi
negara akan berdampak positif sebab wajib pajak akan mendapat kemudahan dalam
membayar pajaknya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan pada dasarnya adalah
perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan
perilaku Wajib Pajak pada khususnya, serta mewujudkan transparansi, akuntabel bagi
fiskus dengan cara menggunakan sistem informasi teknologi yang handal dan aktual
(Kurniawan, 2018). Sehingga, dengan pembaharuan sistem yang mampu menciptakan
pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel ini serta dengan kemudahan
pemanfaatannya yang lebih ptaktis dan efisien, diharapkan mampu ikut meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan ikut termotivasi untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laksmi & Lasmi (2021)
menunjukkan hasil yang positif yang signifikan, artinya modernisasi sistem
administrasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan setiap wajib pajak

orang pribadi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Putri et al. (2020) bahwa
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modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

Berdasarkan dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah sebagai

berikut:

H4: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2.4 Kerangka Berfikir
Kerangka dalam penelitian ini menggunakan kerangka konseptual dimana variabel
independen diantaranya yaitu Religiusitas (X1), Etika Uang (X2), Sosialisasi Perpajakan
(X3), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4). Sedangkan untuk variabel

dependen menggunakan variabel Kepatuhan Pajak (Y).

Religiusitas (X1) \
H1 (+)
Etika Uang (X2)
\ ) T 20
—— Kepatuhan
. . % Pajak (Y)
Sosialisasi Perpajakan (X3) | ——1 ™ /
H4 (+)
4 N
Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan
(X4)
\_ J

Gambar 2.1 Model Penelitian
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif.
Kurniawan & Puspitaningtyas (2016) mengemukakan bahwa pendekatan asosiatif
(hubungan) adalah suatu penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua
variabel atau lebih. Tujuan penelitian asosiatif adalah melihat apakah ada pengaruh dan
seberapa besar pengaruh dari sebab akibat atau dari variabel independen dan dependen
penelitian. Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguiji teori-teori tertentu dengan
cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut kemudian diukur dengan
instrumen penelitian sehingga data-data yang berisi angka-angka dapat dianalisis

berdasarkan prosedur statistik.

3.2 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian
Objek pada penelitian ini mencakup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
Indonesia. Sedangkan subjek pada penelitian ini yaitu para wajib pajak pelaku UMKM di

Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016).
Sedangkan menurut Purnomo (2016) mengatakan bahwa populasi merupakan seluruh
obyek atau individu yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh
pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2019 yang berjumlah 65.465.497 unit

(www.kemenkopukm.go.id).
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3.3.2 Sampel
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Menurut Purnomo (2016) sampel
adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang menggambarkan keadaan
sebenarnya dari populasi. Pengukuran sampel merupakan langkah dalam menentukan
besar kecilnya sampel yang akan diambil pada saat penelitian objek. Untuk menentukan

besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu non probability
sampling. Non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau
kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel
(Siyoto & Sodik, 2015). Kemudian digunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Siyoto &
Sodik, 2015). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang
memiliki NPWP, usaha sudah berdiri minimal 5 tahun, dan bergerak dibidang industri

pengolahan dan perdagangan.

Selanjutnya, penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan
rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Tingkat kesalahan yang diambil sebesar
10% karena melihat populasi yang begitu besar yaitu 65.465.497 unit UMKM.

Perhitungan penentuan jumlah sampel dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

__ N
" 1+ N(e)?

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e = Persentase kesalahan yang ditolelir akibat ketidak telitian pengambilan sampel
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Sehingga, perhitungan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

N

"TI1rN(e)?

65,465,497
"= 1+ 65,465,497 (0.1)2

65,465,497

= 654.655.97

n = 99.9998 dibulatkan menjadi 100

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus slovin maka didapatkan hasil 100.
Angka 100 diatas merupakan angka minimal untuk batasan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini.

3.4 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah
data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama
(Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban
pada kuesioner dari para wajib pajak UMKM di Indonesia mengenai religiusitas, etika
uang, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan

pajak.

3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak
langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden) yang berisi daftar
pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yang harus dijawab atau direspon oleh
responden sesuai dengan persepsinya (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
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pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019).
Sedangkan menurut Sahir (2021) kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang
disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian dan responden hanya memilih jawaban
yang sudah disediakan oleh peneliti. Pernyataan atau pertanyaan kuesioner dalam
penelitian ini menggunakan teknik tertutup atau disebut juga dengan terstruktur, yaitu
responden diharuskan memilih salah satu jawaban dari pilihan yang sudah peneliti

sediakan.

Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan penyebaran angket
atau kuesioner online kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan menggunakan
google form berupa link survei diteruskan untuk survei online. Link survei tersebut akan
dibagikan melalui berbagai grup UMKM yang ada di telegram, facebook, dan sosial media
lainnya seperti whatsapp. Dalam kuesioner tersebut memberikan pertanyaan demografi
responden seperti asal provinsi, jenis kelamin, usia, agama, lama memiliki NPWP,
pendidikan terakhir, jumlah omzet pertahun, jenis usaha, dan jenis wajib pajak yang
selanjutnya akan diolah dengan software SPSS 25. Kemudian dilanjutkan dengan kuesioner
pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian, diantaranya: religiusitas, etika uang,
sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kepatuhan pajak

yang nantinya akan diolah dengan software SPSS 25.

3.6 Teknik Penentuan Skala
Pada penelitian ini, jawaban dari kuesioner online yang dibagikan kepada
responden akan diukur menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2019) skala likert
adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat
seseorang atau sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek,
rancangan suatu produk, proses membuat produk dan produk yang telah dikembangkan

atau diciptakan. Dalam penelitian ini skala likert yang digunakan yaitu skala likert 5 poin.
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Alasan pemilihan penggunaan skala likert 5 poin karena skala tersebut
meningkatkan tingkat respons dan kualitas fokus responden saat memberikan tanggapan
dalam kuesioner (Entika, 2019). Skala ini cocok untuk meningkatkan keandalan dan
orisinalitas data dan dapat mengurangi frustasi responden serta meningkatkan kualitas
secara keseluruhan (Setyadi, 2019). Selain itu, skala 5 poin lebih disukai karena dengan
format ini perkiraan keandalan dan koefisien polanya lebih kuat (Adelson & McCoach,
2010). Hal ini juga didukung oleh Aybek & Toraman (2022) bahwa menggunakan opsi
respons 5 poin memberikan keuntungan dibandingkan menggunakan kategori respons 3
poin dalam hal keandalan dan perspektif informasi uji dalam proses pengembangan skala.
Skala 5 poin juga memberikan proses respons yang lebih mudah bagi responden sementara
tidak menimbulkan kerugian besar dibandingkan dengan kategori respons 7 poin dalam hal

keandalan.

Skala likert 5 poin ini memiliki tingkatan dari sangat tidak setuju sampai sangat
setuju dengan skor 1 hingga 5. Pada skor 3 terdapat netral, dimana apabila responden akan
menjawab pertanyaan/pernyataan dan memilih poin 3 maka berlaku ketentuan atau syarat
yang sudah dicantumkan dalam kuesioner. Ketentuan tersebut yaitu responden hanya
diperkenankan menjawab poin 3 (netral) jika responden benar-benar belum pernah
mengalami kejadian yang ditanyakan/dinyatakan atau memang benar-benar tidak tahu
tentang hal yang ditanyakan/dinyatakan dalam kuesioner. Berikut ini adalah tabel skala

likert:

Tabel 3.1 Skala Likert

No. Tingkatan Skor
1.  Sangat Tidak setuju (STS) 1
2. Tidak Setuju (TS) 2
3. Netral (N) 3
4. Setuju (S) 4
5. Sangat Setuju (SS) 5
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3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.7.1

a.

3.7.2

Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang digunakan pada
penelitian ini. Menurut Viva et al. (2019) kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran
individu untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai
yang berlaku pada undang-undang perpajakan. Indikator dalam mengukur kepatuhan

pajak menurut (Siat & Toly, 2013), yaitu:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan indikator pengukuran kepatuhan pajak menurut Rahayu & Lingga

(2009), yaitu:

a. kepatuhan untuk mendaftarkan diri,
b. kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
c. kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,

d. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Variabel Bebas (Independent Varible)

Religiusitas

Religiusitas adalah keyakinan individu pada agama yang menjadi dasar saat

menjalankan kehidupan agar sesuai dengan tuntunan agama (Mutingatun &
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Hidayatulloh, 2020). Indikator dalam penelitian ini merujuk pada indikator yang

digunakan oleh Maulida (2019), yaitu:

1) Keaktifan wajib pajak dalam mengikuti organisasi keagamaan.

2) Pandangan wajib pajak terhadap agama sebagai pedoman untuk melaksanakan
kehidupan sehari-hari.

3) Kerutinan wajib pajak dalam melaksanakan ibadah keagamaan.

4) Keyakinan wajib pajak terhadap seseorang yang patuh pada perintah agama akan
patuh juga terhadap perintah negara.

5) Keyakinan wajib pajak terhadap agama yang mengajarkan melaksanakan
kewajiban salah satunya kewajiban membayar pajak.

. Etika Uang

Etika uang adalah pengukuran perbedaan interprestasi tiap individu dalam
menilai arti uang dalam kehidupannya (Hafizhah et al., 2016). Kecintaan akan uang
atau money ethics adalah sikap berlebihan yang memperlihatkan kasih sayang
seseorang terhadap uang dan memandang uang sebagai sumber kebahagiaan dalam
kehidupannya (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Instrumen yang digunakan untuk
mendapatkan data adalah dengan Money Ethics Scale (MES) untuk mengukur Love of

money, yang dikembangkan oleh Tang (1992), yaitu:

1) Good

Komponen-komponen dalam faktor ini merupakan perilaku yang baik terhadap

uang. Misalnya, uang itu penting dan uang itu berharga, dsb.

2) Evil

Perasaan yang mengarah pada perilaku yang dapat melanggar norma etika dan tidak

pernah puas dengan penghasilan yang diterima. Komponen faktor ini merupakan
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perilaku negatif terhadap uang, misalnya uang adalah sumber kejahatan, uang tidak

berguna, dsb.

3) Achievement

Dalam faktor ini, uang melambangkan pencapaian dan kesuksesan seseorang.

4) Respect

Uang dapat menunjang orang mengekspresikan kemampuan mereka dan dapat

meningkatkan rasa percaya diri serta hormat dari orang lain.

5) Budget

Merupakan kebanggan dan kecakapan dalam mengelola uang sesuai dengan
kebutuhan secara hati-hati dan efisien. Faktor ini berhubungan dengan bagaimana

seseorang menganggarkan uangnya.

6) Freedom (power)

Fakor ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki uang mempunyai kebebasan
dan keamanan, menjadi apapun yang diinginkan, serta dapat mempengaruhi orang

lain.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan, khususnya agar Wajib Pajak
memiliki pengetahuan tentang perpajakan baik dari segi peraturan maupun prosedur
perpajakan dengan metode yang tepat (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Indikator

sosialisai pajak menurut Winerungan (2013), yaitu:

1) Penyuluhan
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2)

3)

4)

5)

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui sarana elektronik dan
media massa dan melakukan penyuluhan secara langsung di beberapa lokasi yang
dianggap memiliki potensi pajak tinggi, serta memberikan informasi yang lengkap

dan aman kebenarannya.

Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Merupakan bentuk sosialisasi berupa komunikasi dua arah baik dari segi fiskus
maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak,
dimana hal tersebut dianggap mempunyai pengaruh atau dipandang oleh
masyarakat sekitarnya, sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang

lebih baik terhadap masyarakat sekitar.

Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Merupakan bentuk pemberian informasi yang diperoleh Wajib Pajak secara

langsung dari fiskus yang berhubungan dengan perpajakan.

Pemasangan billboard

Merupakan bentuk sosialisasi melalui pemasangan baliho dan / atau spanduk di tepi
jalan atau di lokasi strategis lainnya yang dengan mudah bisa dilihat oleh
masyarakat luas. Baliho dan / atau spanduk dapat memuat pesan singkat yang
mudah dipahami dan menarik berupa pernyataan, kutipan, dan slogan sehingga

mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

Website Ditjen pajak

Merupakan media sosialisasi untuk memberikan informasi secara cepat dan mudah
yang dapat diakses setiap saat melalui internet dan dapat dipastikan bahwa

informasi yang diberikan sangat lengkap, akurat, benar dan terkini.
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d. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan
sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi
yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut (Andry
& Sandra, 2017). Menurut Wulandara & Adnan (2019) mengemukakan bahwa
pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan adalah terselenggaranya sistem
administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem
informasi teknis yang handal dan terkini. Indikator pengukuran modernisasi sistem

administrasi perpajakan menurut Rahayu & Lingga (2009), yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Sistem Kerja KPP
Organisasi berubah dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi (fungsi
pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak). Sistem dan proses
kerja, berubah dari manual menjadi berdasarkan sistem (Sistem Informasi
Direktorat Jenderal Pajak, SIDJP) dengan case management. Hal ini terkait dengan
pemanfaatan teknologi informatika terkini.

2. Perubahan Implementasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak
Lebih mengedapankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (customer oriented)
dengan adanya help desk maupun Account Representative (AR). Serta adanya unit
khusus yang menangani keluhan (complaint center), yang sebelumnnya tidak ada.
Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan
secara berkelanjutan.

3. Fasilitas Pelayanan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi
Adapun fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap

dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi
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melalui sistem on-line demi kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.
4. Kode Etik Pegawai

Perubahan sikap dan perilaku sumber daya manusia merupakan salah satu unsur
penting dari modernisasi administrasi perpajakan. Hal tersebut didukung oleh
keberadaan Kode Etik Pengawai DJP. Kode etik mengacu pada sikap, perilaku, dan
pedoman perilaku yang mengikat pegawai tidak hanya dalam kehidupan sehari-
hari, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama mereka. Tujuan dari
kode etik yaitu untuk: 1) meningkatkan disiplin pegawai; 2) menjamin
terpeliharanya tata tertib; 3) menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim
kerja yang kondusif; 4) menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku

yang profesional, serta 5) meningkatkan citra dan kinerja pegawai.

3.8 Teknik Uji Analisis Data

3.8.1 Uji Instrumen
a. Uji Validitas
Uji validitas merupakan pengujian yang dipakai ntuk mengetahui tingkat
kevalidan kuisoner dalam penelitian. Uji validitas merupakan konsep pengukuran yang
digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur
dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu item atau pernyataan dapat dikatakan valid
apabila skor total dengan tiap-tiap pertanyaan memiliki nilai signifikansi kurang dari

0,05 (Paramita et al., 2021).

b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan / pertanyaan adalah
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3.8.2

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas instrumen penelitian dapat
dengan melihat konsistensi koefisien Cronbach Alpha. Dikatakan reliabel jika suatu
variabel memberikan nilai cronbach alpha > 0,70 maka setiap pertanyaan dalam
instrumen penelitian tersebut adalah reliabel. Sebaliknya, jika nilai cronbach alpha <

0,70 maka setiap pertanyaan dikatakan tidak reliabel (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah
residual yang diambil atau di kumpulkan telah terdistribusi secara normal atau tidak.
Residual yang baik adalah data yang telah teristribusi secara normal. Jika nilai Asymp.
Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai o (0,05), maka residual telah terdistribusi secara
normal, apabila nilai pengujian dibawah alpha 0,05 maka residual tidak berdistribusi

normal (Purnomo, 2016).

Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah suatu model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Apabila di antara variabel independen terdapat korelasi yang tinggi, maka hubungan
menjadi terganggu antara variabel independen dan variabel dependen. Pada uji
multikolonieritas dapat dilihat pada nilai variance inflation factor (VIF) di kolom
Coefficients dari hasil olah data menggunakan SPSS. Apabila nilai VIF <10 maka
dinyatakan data tidak terjadi multikolinearitas namun, apabila nilai VIF >10 maka

dinyatakan terjadi multikolinearitas (Nazaruddin & Basuki, 2015).
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C.

3.8.3

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah
model regresi kesalahan (Eror) memiliki kesamaan varians antara pengamatan satu
dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah apabila varians dari residual
pengamatan satu dengan pengamatan yang lain tetap (homokedastisitas). Apabila nilai
signifikansi >0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai

signifikansi <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Nazaruddin & Basuki, 2015).

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui
pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini terdiri
dari empat variabel independen yaitu religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan,
dan modernisasi sistem administrasi perpajakan serta satu variabel dependen yaitu
kepatuhan Wajib Pajak. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah

data yaitu dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Model persamaan regresi linear berganda yang dipakai pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Y = o+ Bl X1+ B2 X2+ 3 X3+ B4 X4+ ¢

KWP = a + Bl RL+ B2 EU+ B3 SP+ p4 MP+ ¢

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

o : Kostanta

B1 RL : Koefisien regresi religiusitas
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B2 EU : Koefisien regresi etika uang

B3 SP : Koefisien regresi sosialisai perpajakan

B4 MP : Koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan

e : Kesalahan pengganggu

. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji-t dikenal sebagai uji parsial yang dirancang untuk menguji bagaimana setiap
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara sendiri-sendiri. Menurut
Nazaruddin & Basuki (2015) bahwa uji-t bertujuan untuk mengetahui secara parsial
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui apakah
berpengaruh secara signifikan dari masing—masing variabel independen pada variabel
dependen, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya.

Kriteria hipotesis dinyatakan diterima apabila:

1) Ha diterima apabila nilai signifikansi uji t < 0,05

2) Ha ditolak apabila nilai signifikansi uji t > 0,05

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji
ini menjelaskan seberapa besar pengaruh atau kontribusi nilai suatu variabel (variabel
X) terhadap nilai variabel lainnya (variabel Y). Untuk hasil olah data uji koefisien
determinasi pada SPSS dapat dilihat pada tabel output Model Summary dibagian kolom
Adjusted R Square. Pada nilai Adjusted R Square menunjukkan besarnya persentase
yang dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, sementara itu

sisanya dijelaskan oleh variabel selain model dalam penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian serta pembahasan hasil
dari hipotesis yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan alat bantu analisis software
IBM SPSS Statistic versi 25. Hasil penelitian beserta pembahasan akan dijelaskan lebih

lanjut sebagai berikut:

4.1 Hasil Pengumpulan Data
Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha yang tergolong
dalam unit usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Indonesia. Kriteria usaha yang
termasuk usaha mikro memiliki pendapatan < Rp300 juta, usaha menengah memiliki
pendapatan Rp300 juta — Rp2,5 miliar, dan usaha menengah memiliki pendapatan Rp2,5 —

Rp50 miliar pertahun.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data diperoleh dengan cara
menyebarkan kuesioner secara online dengan bantuan google form. Mekanisme
penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagi link kuesioner pada berbagai grup
UMKM di telegram, facebook, dan sosial media lainnya seperti melalui whatsapp. Sebelum
melakukan penelitian, peneliti melakukan pilot test kepada 15 responden yang ada di
Yogyakarta. Pilot test diharapkan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan dalam
kuesioner dapat dipahami dengan jelas. Dari data dibwah dapat diketahui bahwa sampel
yang didapatkan berdasarkan penyebaran kuesioner online yaitu mendapatkan responden
sebanyak 141 responden dari 31 provinsi yang ada di Indonesia. Dari penyebaran selama 2

bulan dari 01 Mei 2022 hingga 30 Juni 2022.
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Tabel 4.1 Data Responden Dari Berbagai Provinsi

Provinsi Jumlah Responden Persentase (%0)

NAD 2 1.4
Sumatera Barat 5 35
Sumatera Utara 4 2.8
Sumatera Selatan 5 3.5
Lampung 6 4.3
Riau 5 3.5
Kepulauan Riau 3 2.1
Jambi 4 2.8
Kepulauan Bangka Belitung 3 2.1
Bengkulu 4 2.8
DKI Jakarta 7 5
Banten 5 3.5
Jawa Barat 6 4.3
Jawa Tengah 6 4.3
Jawa Timur 7 5
DIY 7 5
Bali 6 4.3
NTB 5 3.5
NTT 4 2.8
Kalimantan Barat 5 35
Kalimantan Selatan 4 2.8
Kalimantan Tengah 5 35
Kalimantan Timur 4 2.8
Kalimantan Utara 4 2.8
Sulawesi Barat 3 2.1
Sulawesi Selatan 6 4.3
Sulawesi Tengah 4 2.8
Sulawesi Utara 4 2.8
Gorontalo 4 2.8
Maluku 2 1.4
Papua Barat 2 1.4

Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022
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4.2 Diskripsi Responden

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dibagi menjadi dua
yaitu laki-laki dan perempuan. Pengklasifikasian responden dapat dilihat pada Tabel

4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Responden

Jenis Kelamin
Angka Presentase (%0)

Laki-laki 73 51.8
Perempuan 68 48.2
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden pada penelitian
ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 73 responden atau sebesar
51,8%. Sedangkan, responden dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit
dibandingkan dengan responden jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 68 responden

atau sebesar 48,2%.

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia
Dalam penelitian ini peneliti membagi usia responden menjadi empat kelompok
umur. Jarak antar kelompok yaitu 5 tahun. Berdasarkan usia responden dapat

diklasifikasikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Jumlah Responden
Usia

Angka Persentase (%0)
20 - 25 tahun 16 11.3
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26 - 30 tahun 43 30.5

31 - 40 tahun 57 40.4
> 40 tahun 25 17.7
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian
ini didominasi usia 31 — 40 tahun sebanyak 57 responden dari total keseluruhan atau
sebesar 40,4%. Diposisi kedua ditempati responden dengan usia 26 — 30 tahun sebanyak
43 responden atau sebesar 30,5%. Selanjutnya, diposisi ketiga ditempati responden
dengan usia > 40 tahun sebanyak 25 responden atau sebesar 17,7%. Sedangkan
responden dengan usia 20 — 25 tahun menempati posisi terakhir sebanyak 16 responden

atau sebesar 11,3%.

4.2.3 Responden Berdasarkan Agama

Karakteristik berdasarkan agama yang dianut responden dalam penelitian ini

dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Agama

Jumlah Responden

Agama
Angka Persentase (%0)
Islam 83 58.9
Kristen 49 34.8
Hindu 5 35
Budha 4 2.8
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam

penelitian ini yang beragama Islam sejumlah 83 responden atau sebesar 58,9%. Pada
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4.2.4

4.2.5

posisi kedua yaitu responden yang beragama Kristen sebanyak 49 responden atau
sebesar 34,8%. Selanjutnya diposisi ketiga yaitu agama Hindu sebanyak 5 responden
atau 3,5%. Sementara itu agama Budha menempati posisi terakhir sebanyak 4

responden atau sebesar 2,8%.

Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Karakteristik berdasarkan kepemilikan NPWP dalam penelitian ini dibagi
menjadi tiga kelompok umur. Jarak antar kelompok yaitu 5 tahun. Berdasarkan lama

kepemilikan NPWP dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Jumlah Responden
Lama Memiliki NPWP

Angka Persentase (%)

1 -5 tahun 76 53.9
6 - 10 tahun 53 37.6
> 10 tahun 12 8.5
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam
penelitian ini yang sudah memiliki NPWP pada rentang 1 — 5 tahun sebanyak 76
responden atau sebesar 53,9%. Selanjutnya yang kedua yaitu sebanyak 53 responden
sudah memiliki NPWP pada rentang 6 — 10 tahun sebesar 37,6%. Posisi terakhir
sebanyak 12 responden atau sebesar 8,5% sudah memiliki NPWP selama > 10 tahun.

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir responden Wajib Pajak UMKM yang paling rendah yaitu
SMA dan yang paling tinggi adalah S2 / S3. Karakteristik responden menurut tingkat

pendidikan terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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4.2.6

Tabel 4.6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jumlah Responden
Pendidikan Terakhir

Angka Persentase (%)
SMA 64 45.4
D3/81 70 49.6
S2/8S3 7 5.0
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Pada data di atas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pendidikan
terakhir D3/ S1 sebanyak 70 responden atau sebesar 49,6%. Responden yang memiliki
Pendidikan terakhir SMA sebanyak 64 responden atau sebesar 45,4% dan sisanya
sebanyak 7 responden atau sebesar 5,0% memiliki pendidikan terakhir S2/S3.

Responden Berdasarkan Pendapatan Pertahun

Karakteristik berdasarkan pendapatan pertahun dalam penelitian ini dibagi
menjadi tiga kelompok berdasarkan kriteria pada UMKM. Berdasarkan pendapatan

pertahun UMKM dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Pertahun

Jumlah Responden
Pendapatan Pertahun

Angka  Persentase (%)

< Rp 300 juta 51 36.2
Rp 300 juta- Rp 2,5 M 69 48.9
Rp25M-Rp50 M 21 14.9
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Dari data di atas diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki
pendapatan pertahunnya antara Rp 300 juta— Rp 2,5 miliar sebanyak 69 responden atau

sebesar 48,9%. Untuk responden yang memiliki pendapatan Rp 2,5 miliar — Rp 50
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4.2.7

4.2.8

miliar pertahun sebanyak 21 responden atau sebesar 14,9%. Sisanya yaitu sebesar
36,2% atau sebanyak 51 responden memiliki usaha dengan pendapatan pertahunnya <

Rp 300 juta.

Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Karakteristik berdasarkan jenis usaha dalam penelitian ini dibagi menjadi dua
kelompok. Berdasarkan jenis usaha responden dapat diklasifikasikan pada Tabel 4.8

sebagai berikut:

Tabel 4.8 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jumlah Responden

Jenis Usaha
Angka Persentase (%0)
Industri Pengolahan 33 23.4
Perdagangan 108 76.6
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas jenis usaha responden
dalam penelitian ini yaitu pada bidang perdagangan sebanyak 108 responden atau
sebesar 76,6%. Sedangkan sisanya sebesar 23,4% atau sebanyak 33 responden

memiliki jenis usaha dibidang industri pengolahan.

Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Karakteristik responden berdasarkan jenis wajib pajak dalam penelitian ini
dibagi menjadi dua jenis. Berdasarkan jenis usaha responden dapat diklasifikasikan

pada Tabel 4.9 sebagai berikut:
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Tabel 4.9 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Jumlah Responden
Jenis Wajib Pajak

Angka Persentase (%)
Orang Pribadi 115 81.6
Badan 26 18.4
Total 141 100

Sumber: data primer diolah 2022

Dari Tabel 4.9 diketahui mayoritas jenis wajib pajak responden pada penelitian

ini yaitu orang pribadi sebanyak 115 responden atau sebesar 81,6%. Sedangkan jenis

wajib pajak badan hanya sebesar 18,4% atau sebanyak 26 responden.

4.3 Hasil Uji Kualitas dan Instrumen Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

instrument atau kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan valid jika hubungan antara

skor total dengan setiap pertanyaan atau pernyataan menunjukkan tingkat nilai

signifikansi < 0,05 (Paramita et al., 2021). Berikut merupakan tabel hasil dari uji

validitas:
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas
Variabel Item Sig. Kriteria
Religiusitas (X1) RL1 0.000 Valid
RL2 0.000 Valid
RL3 0.000 Valid
RL4 0.000 Valid
RL5 0.000 Valid
RL6 0.000 Valid
RL7 0.000 Valid
RLS8 0.000 Valid
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Etika Uang (X2)

Sosialisasi Pajak (X3)

Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan
(X4)

Kepatuhan Pajak (Y)

RL9
RL10
EUl
EU2
EU4
EUS
EUG
EU7
EUS8
EU9
EU10
EU11
EU12
EU13
SP1
SP2
SP3
SP4
SPS
SP6
SP7
SP8
SP9
SP10

MP1

MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
MP7
MP8
KP1
KP2
KP3
KP4
KP5
KP6
KP7
KP8
KP9

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Valid

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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KP10 0.000 Valid
KP11 0.000 Valid
KP12 0.000 Valid

Sumber: data primer diolah 2022

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa item EU3 dihapus karena ketika uji pilot
item tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 25
menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada masing-masing butir pernyataan variabel
penelitian < 0,05 yang artinya bahwa semua item pernyataan yang digunakan untuk

penelitian ini valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu keusioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Suatu instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang baik

jika nilai cronbach’s alpha > 0,70 (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria
Religiusitas (X1) 0.761 Reliabel
Etika Uang (X2) 0.743 Reliabel
Sosialisasi Pajak (X3) 0.706 Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4) 0.710 Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y) 0.717 Reliabel

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa nilai cronbach's alpha dari
masing-masing variabel > 0,70. Sehinggga dapat disimpulkan bahwa dari masing-

masing variabel dapat dinyatakan reliabel atau handal.
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4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas
Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini
digunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui hasil penelitian. Apabila nilai
Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut telah terdistribusi

secara normal.

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

One Kolmogorov-Smirnov ~ Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan
Unstandardized Residual 0.200 Normal

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas dalam uji Kolmogorov Smirnov mendapatkan nilai
Asymp. Sig. sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa seluruh data penelitian berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan
baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila nilai variance
inflation factor (VIF) yang dihasilkan oleh kolom Coefficients < 10 maka dapat

dikatakan bahwa data tidak terjadi multikolonieritas (Nazaruddin & Basuki, 2015).

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolonieritas

Collinearity Statistics

Variabel Keterangan
Tolerance VIF
Religiusitas 0.710 1.407  Tidak terjadi multikolinearitas
Etika Uang 0.816 1.225  Tidak terjadi multikolinearitas
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Sosialisasi Pajak 0.565 1.770  Tidak terjadi multikolinearitas

Modernisasi Sistem Administrasi ) o - )
) 0.671 1.490  Tidak terjadi multikolinearitas
Perpajakan

Sumber: data primer diolah 2022

Pada Tabel 4.13 diketahui nilai VIF dari setiap variabel adalah < 10 yang
bermakna bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Artinya, tidak terjadi

multikolonieritas antar variabel bebas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada
penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan yaitu uji glejser. Uji Glejser
dilakukan terhadap semua variabel bebas kemudian diregresikan dengan nilai absolut
residu. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 antara variabel independen dengan
absolut residual maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji

glejser untuk model regresi:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig. Keterangan
Religiusitas 0.257  Tidak terjadi heteroskedastisitas
Etika Uang 0.187  Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sosialisai Pajak 0.797  Tidak terjadi heteroskedastisitas

Modernisasi Sistem Administrasi ) o o
) 0.707  Tidak terjadi heteroskedastisitas
Perpajakan

Sumber: data primer diolah 2022

Pada hasil uji heteroskedastisitas tabel di atas, bisa dilihat nilai signifikansi pada
tiap-tiap variabel bebas yaitu > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada

tiap-tiap variabel bebas (independen) tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4.5 Hasil Uji Hipotesis dan Analisis Data

4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau
hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel
dependen (Purnomo, 2016). Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh religiusitas
(X1), etika uang (X2), sosialisasi pajak (X3), dan modernisasi sistem administrasi
perpajakan (X4) pada kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil analisis regresi linear berganda

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel Koefisien Regresi t Sig.
(Constant) 16.262 5.050 0.000
X1 (Religiusitas) 0.183 2.812 0.006
X2 (Etika Uang) 0.011 0.260 0.795
X3 (Sosialisasi) 0.430 4.862 0.000
X4 (Modernisasi) 0.272 3.165 0.002

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:

Y =+ Bl X1+ B2 X2+ B3 X3+ P4 Xd+ e

KWP =16.262 + 0.183 Religiusitas + 0.011 Etika Uang + 0.430 Sosialisasi +

0.272 Modernisasi + e

Sehubungan dengan persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa nilai
konstanta sebesar 16.262. Nilai tersebut positif yang artinya bahwa menunjukkan
pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal itu

menunjukkan bahwa apabila variabel religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan,
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dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak mengalami perubahan atau

bernilai nol, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 16.262.

Pada persamaan di atas nilai koefisien regresi untuk variabel religiusitas sebesar
0.183. Artinya, variabel kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.183 apabila
religiusitas mengalami kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai
tersebut menunjukkan arah positif yang berarti bahwa antara religiusitas dengan

kepatuhan Wajib Pajak terdapat hubungan searah atau positif.

Nilai koefisien regresi pada variabel etika uang sebesar 0.011. Artinya, variabel
kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.011 apabila etika uang mengalami
kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut menunjukkan
arah positif yang berarti bahwa antara etika uang dengan kepatuhan Wajib Pajak
terdapat hubungan searah atau positif, namun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

pajak.

Nilai koefisien regresi pada variabel sosialisasi pajak sebesar 0.430. Artinya,
kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0.430 apabila sosialisasi pajak
mengalami kenaikan sebesar 1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut
menunjukkan arah positif yang berarti bahwa antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan

Wajib Pajak terdapat hubungan searah atau positif.

Nilai koefisien regresi pada variabel modernisasi sistem administrasi
perpajakan sebesar 0.272. Artinya, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar
0.272 apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar
1 ketika variabel lain dianggap konstan. Nilai tersebut menunjukkan arah positif yang
berarti bahwa antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan

Wajib Pajak memiliki hubungan searah atau positif.
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4.5.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen
secara parsial (sendiri-sendiri) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada
tabel 4.15 dapat dilihat hasil dari pengujian hipotesis satu sampai empat yang dilakukan
dengan menggunakan uji parsial (t-test).

a. Hipotesis Pertama (H1)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel religiusitas
memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.183 dengan arah positif serta nilai
signifikansi sebesar 0.006 < alpha 0,05. Dari hasil olah data tersebut dapat
dikatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima yang artinya religiusitas

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

b. Hipotesis Kedua (H2)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel etika uang
memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.011 dengan arah positif serta nilai
signifikansi sebesar 0.795 > alpha 0,05. Dari hasil olah data tersebut dapat
dikatakan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak yang berarti etika uang tidak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi
perpajakan memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.430 dengan arah positif
serta nilai signifikansi sebesar 0.000 < alpha 0,05. Dari hasil olah data tersebut dapat
dikatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yang artinya sosialisai perpajakan

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
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d. Hipotesis Keempat (H4)

Hasil olah data pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel modernisasi
sistem administrasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0.272
dengan arah positif serta nilai signifikansi sebesar 0.002 < alpha 0,05. Dari hasil
olah data tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima yang

artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis

Pernyataan Hipotesis Keterangan

H1

H2

H3

H4

Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM di Indonesia
Etika uang (money ethics) berpengaruh negatif terhadap

Didukung

L _ _ Tidak Didukung
kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan )
. : ; Didukung
wajib pajak UMKM di Indonesia.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh Diduk
idukun
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. :

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Besarnya nilai koefisien determinasi pada
penelitian ini dapat dilihat pada kolom Adjusted R Square. Berikut hasil olah data uji

Adjusted R Square:

Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R R Square Adjusted R
Square
0.6982 0.488 0.473

Sumber: data primer diolah 2022
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Hasil olah data pada tabel 4.17 diperoleh nilai koefisien determinasi Adjusted R
Square sebesar 0.473 yang berarti bahwa sebanyak 47,3% variabel kepatuhan Wajib
Pajak dijelaskan oleh variabel religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, dan
modernisasi sistem adminsitrasi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 52,7%

dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Hasil uji hipotesis 1 menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B)
sebesar 0.183. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara
religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang dimunculkan dapat dilihat
dari nilai koefisien regresi (B) yang menunjukkan arah positif, artinya religiusitas
memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Mohdali & Pope (2014), Wang & Lu (2021) dan Hwang
& Nagac (2021) dengan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pajak.

Religiusitas merupakan aspek yang sangat penting bagi umat beragama. Agama
selalu mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik dan memiliki nilai moral yang
tinggi serta mengajarkan seseorang untuk dapat mencegah perbuatan buruk.
Berdasarkan teori atribusi menjelaskan bahwa seseorang dipengaruhi oleh faktor
internal maupun eksternal dalam menentukan tingkah laku patuh atau tidaknya untuk
membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa
kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam

diri seseorang, dimana variabel religiusitas merupakan faktor internal kepatuhan pajak
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yang mengarah pada karakteristik yang ada pada individu, misalnya kepribadian dan

niat perilaku individu (Darmawati & Zelmiyanti, 2021).

Nilai-nilai agama yang ada pada diri seseorang menjadi salah satu pengaruh
utama untuk memotivasi dirinya menjadi individu yang bertanggung jawab dan
mengurangi sifat mementingkan diri sendiri dengan membantu orang lain (Hanifah &
Yudianto, 2019). Nilai-nilai positif agama yang ditanamkan pada setiap individu
dirasakan efektif mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi undang-undang
perpajakan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa (Mohdali & Pope, 2014).
Dengan nilai-nilai positif tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi bagi wajib pajak
bahwa ketika wajib pajak tidak patuh terhadap aturan atau melanggar aturan yang ada
maka akan berdosa. Hal ini juga didukung oleh hasil kuesioner pada butir RL8 yang
berbunyi “saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan
pajak” dengan jawaban setuju dan sangat setuju sejumlah 125 dari 141 responden. Dari
banyaknya jawaban yang memilih setuju dan sangat setuju serta berdasarkan hasil uji
hipotesis dapat diketahui bahwa semakin tinggi religiusitas wajib pajak maka semakin

tinggi pula kepatuhan pajaknya.

Implikasi dari penelitian ini bahwa jika wajib pajak memiliki tingkat religiusitas
yang tinggi dengan nilai-nilai agama yang diyakininya, membuat wajib pajak
termotivasi untuk melakukan perbuatan baik. Motivasi tersebut mampu mengontrol
perilaku dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Sehingga, perbuatannya
mengarah pada perilaku positif dan sebisa mungkin menghindari perbuatan buruk salah
satunya penghindaran pajak. Mereka akan merasa bersoda dan malu jika tidak
membayar pajak dengan baik karena salah satu bentuk pelaksanaan ajaran agama
adalah taat pada aturan di negara tersebut (Nazaruddin, 2019). Dengan demikian,
religiusitas yang tinggi membuat wajib pajak patuh pada kewajibannya membayar
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pajak dan turut serta dalam berkontribusi pada penerimaan negara yaitu dengan

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan jujur dan benar.

. Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 25 hipotesis 2 menunjukkan bahwa
nilai signifikansi sebesar 0.795 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B)
sebesar 0.011. Hal tersebut menunjukkan hubungan searah atau positif dan tidak
signifikan antara etika uang dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa hasil uji
hipotesis 2 tidak didukung karena nilai signifikansi diatas 0,05 serta nilai koefisien
regresi (B) menunjukkan arah yang positif. Hasil ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Yuniarta & Purnamawati (2020) bahwa etika uang tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Wahyuni & Purnamawati (2020) dengan hasil bahwa etika uang secara

parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Etika uang merupakan sikap buruk yang menganggap uang sebagai segalanya.
Menurut Fauziah & Murharsito (2019) mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang
etika uang memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan penyimpangan tersebut.
Hasil penelitian ini tidak mendukung teori GONE, dimana dalam teori tersebut
disebutkan bahwa etika uang termasuk dalam aspek greeds yang bertautan dengan
adanya tingkah laku serakah yang ada dalam diri individu. Berdasarkan hasil analisis

ditemukan jika etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil ini berbeda dengan hipotesis dalam studi ini yang mana semakin tinggi
kecintaan terhadap uang maka semakin rendah kepatuhan pajak seseorang. Temuan ini
mengindikasikan jika kecintaan terhadap uang bukan menjadi faktor pendorong

rendahnya kepatuhan pajak seseorang, hal ini bisa disebabkan karena kepatuhan pajak
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dengan membayar pajak merupakan kewajiban yang memaksa dan disertai dengan
sanksi, sehingga kehilangan sedikit uang yang disayaangi lebih baik dibandingkan
dengan kehilangan lebih banyak uang saat membayar denda. Hal ini dapat diartikan
bahwa meskipun wajib pajak memiliki kecintaan uang yang tinggi atau menganggap

uang sangat penting, namun mereka tidak melupakan akan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang sadar bahwa ketika mereka melanggar aturan yang ada, maka
mereka akan dikenai sanksi berupa denda atau hukuman yang terkadang malah
berbuntut panjang. Denda sebagai sanksi merupakan bentuk hukuman berupa uang bagi
Wajib Pajak yang melanggar, dan peraturan ini telah tertuang dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan kata lain sanksi denda merupakan solusi bagi
Wajib Pajak untuk mematuhi perpajakan (Rahmayanti et al., 2020). Oleh karena itu,
meskipun wajib pajak memiliki kecintaan terhadap uang, namun ia akan tetap

melakukan kewajiban perpajakannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil pengisian kuesioner pada butir EU1 yang
berbunyi “uang merupakan faktor yang penting bagi kehidupan saya” responden yang
memilih setuju dan sangat setuju sebanyak 91 dari 141 responden. Selain itu, pada
kuesioner butir EU11 yang berbunyi “saya mengalokasikan uang saya dengan sangat
baik” dari 141 responden yang memilih setuju dan sangat setuju yaitu sebanyak 125
responden. Dari jawaban responden tersebut dapat diartikan bahwa ketika sebagian
banyak orang yang menganggap uang merupakan faktor penting di kehidupannya,
namun mereka juga tetap melakukan penganggaran uang dengan baik dan tidak
menggunakan uang mereka sesuka hati untuk sesuatu yang dirasa kurang atau bahkan
tidak bermanfaat. Seseorang yang beretika dan cinta uang yang tinggi akan berusaha

mendapatkan uang dengan cara yang baik dalam memenuhi kebutuhannya sehingga
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pengelolaan uangnya akan dilakukan dengan bijaksana dan cenderung menghindari

penghindaran pajak (Mairjal et al., 2022).

Implikasi dari penelitian ini bahwa tinggi rendahnya kecintaan uang yang
dimiliki wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan
terdapat sanksi berupa denda yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan. Pajak merupakan pungutan wajib rakyat kepada negara yang bersifat
memaksa dimana setiap prosesnya didasarkan pada peraturan undang-undang
perpajakan. Dengan begitu, apabila aturan tersebut tidak dipatuhi maka wajib pajak
akan mendapat sanksi berupa denda, dimana denda yang diberikan terkadang
jumlahnya malah lebih besar daripada jumlah pajaknya. Sehingga, wajib pajak memilih
untuk mengikuti aturan yang ada daripada suatu saat nanti akan timbul sengketa pajak

yang dirasa malah memberatkan.

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia

Pada hasil uji dengan menggunakan SPSS 25 hipotesis 3 menunjukkan bahwa
nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B)
sebesar 0.430. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara
sosialisai perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh yang dimunculkan
terlihat dari nilai koefisien regresi (B) menunjukkan arah yang positif, artinya
sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
ini mendukung penelitian Kurniasi & Halimatusyadiah (2019) dan Vionita & Kristanto
(2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Berkaitan dengan theory of planned behavior (TPB) bahwa fokus utamanya

adalah intention atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu (Siahaan &
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Halimatusyadiah, 2019). Hasil penelitian ini mendukung theory of planned behavior
(TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dapat dilihat dari sosialisasi
perpajakan yang bertautan dengan normative beliefs yaitu salah satu kepercayaan pada
TPB yang menunjukkan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki
keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi
harapan tersebut. Sehingga, dengan adanya sosialisasi perpajakan ini, wajib pajak akan
diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan pajak yang berlaku. Wajib
pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan memadai akan termotivasi dan
memiliki niat untuk taat dan patuh pada peraturan perpajakan karena mereka sadar

bahwa pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara.

Sosialisasi merupakan media untuk menyebarluaskan suatu informasi. Selain
bertujuan untuk menyebarkan informasi, tujuan sosialisasi lainnya berupa ajakan
kepada partisipan untuk tujuan tertentu. Usaha Dirjen Pajak dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak maka, sosialisasi perpajakan menjadi sangat penting untuk
dilakukan. Penyuluhan-penyuluhan pajak yang dilakukan dengan intens secara
langsung dapat meningkatkan literasi pajak yang menyebabkan tingkat pengetahuan
dan pemahaman wajib pajak akan meningkat dan berakibat pada meningkatnya
kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisai juga dapat membantu wajib pajak dalam
mengetahui dan memahami tentang peraturan-peraturan terbaru mengenai perpajakan.
Hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada butir SP1 yang berbunyi “sosialisasi pajak
sangat membantu saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku”. Dari 141
responden yang menjawab setuju dan sangat setuju yaitu sejumlah 119. Dari mayoritas
jawaban yang memilih setuju dan sangat setuju dan berdasarkan hasil uji hipotesis dapat
diketahui bahwa semakin tinggi atau semakin sering sosialisasi perpajakan dilakukan

oleh DJP, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya.
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Implikasi hasil penelitian ini bahwa sosialisai pajak yang dilakukan oleh DJP
dapat memberikan berbagai macam informasi mengenai pajak. Hal ini tentu akan dapat
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman baik wajib pajak maupun calon wajib
pajak dalam perpajakan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pajak dan
konsepnya dapat membuat perbedaan dalam hal tingkat kepatuhan dimana mereka yang
melek pajak memahami pentingnya membayar pajak, dapat melaporkan penghasilan
kena pajaknya secara lengkap sebagaimana diatur dalam kode pajak dan dapat
melaporkan pajak yang terutang dengan benar (Nichita et al., 2019). Semakin tinggi
pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin baik pula pemahaman
wajib pajak tentang pajak (Magsudi et al., 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian
Inasius (2019) bahwa pengetahuan perpajakan yang tinggi akan meningkatkan perilaku
kepatuhan pajak. Selain itu, adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat
mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang pentingnya perpajakan, sehingga
meningkatkan kemauan dalam membayar pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil
penelitian Nichita et al. (2019) bahwa dampak literasi pajak terhadap kepatuhan pajak
adalah signifikan, dimana literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk
memahami hak dan kewajibannya serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan
perpajakan untuk mengisi SPT dengan benar serta mematuhi undang-undang
perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin sering DJP melakukan sosialisasi

perpajakan, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat.

. Modernisasai Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM di Indonesia

Pada hasil uji hipotesis 4 menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi sebesar 0.002 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi (B)
sebesar 0.272. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara
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modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pengaruh
yang dimunculkan terlihat dari nilai koefisien regresi (B) menunjukkan arah yang
positif, artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Kurniawan (2018),
Laksmi & Lasmi (2021) dan Anggadini et al. (2022) dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan theory of planned behavior, modernisasi sistem administrasi
perpajakan berkaitan dengan keyakinan normatif (normative beliefs) yaitu harapan
yang dipersepsikan dari satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu tindakan dan
memotivasi seseorang untuk memenuhi kewajibannya (Anggraeni & Lenggono, 2021).
Apabila seseorang mempercayai pada hal-hal yang menunjang sistem perpajakan yang
baik, melalui modernisasi administrasi perpajakan dalam hal ini yaitu fasilitas dan
layanan pemerintah maka ia akan termotivasi, sehingga ia akan memiliki niat untuk taat
dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat
Siahaan & Halimatusyadiah (2019) dengan adanya modernisasi dalam sistem
administrasi perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan meyakini
dan berharap bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan

sebaik-baiknya guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

Salah satu tujuan dari administrasi perpajakan adalah untuk memastikan
penerimaan pajak anggaran dengan menggabungkan metode pengaturan dan
pengendalian pajak dan menggunakan teknologi informasi modern (Nazarov et al.,
2020). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan dengan baik
dan benar menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
Adanya pemanfaataan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan wajib pajak
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dalam mengakses berbagai informasi maupun aplikasi pajak online menggunakan
internet kapan dan dimana saja. Pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam
proses administrasi menjadikan aksesnya lebih cepat, efektif dan efisien sehingga dapat
memudahkan wajib pajak yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya
kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner pada butir MP2 yang berbunyi
“Sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-Filling, e-Billing) dapat memberikan
kemudahan bagi saya.”. Dari 141 responden, yang menjawab setuju dan sangat setuju
yaitu sejumlah 125. Dari mayoritas jawaban yang memilih setuju dan sangat setuju dan
berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan
modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan

pajaknya.

Implikasi hasil penelitian ini bahwa dengan penerapan sistem administrasi
perpajakan modern yang transparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan prima
kepada wajib pajak akan menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan wajib pajak
terhadap fiskus meningkat. Ketika rasa nyaman dan kepercayaan itu meningkat maka
wajib pajak tidak akan ragu untuk membayar pajak. Selain itu, dengan adanya
pemanfaataan teknologi yang semakin cangih akan memudahkan wajib pajak dalam

membayar pajak, sehingga wajib pajak akan semakin patuh pajak.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak UMKM yang ada di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak pada UMKM yang ada di Indonesia dengan
menyebarkan kuesioner online menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 141
responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan
hasil olah data dan analisis, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian pada bab

sebelumnya, maka dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bersumber dari penjelasan penelitian ini pada variabel religiusitas, ditemukan bahwa
religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan
demikian penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik religiusitas wajib pajak
maka kepatuhan pajaknya juga akan meningkat.

2. Etika uang diketahui tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ketika wajib pajak memiliki etika uang
yang rendah maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak
UMKM. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik sosialisasi
perpajakan yang dilakukan DJP maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
UMKM.

4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diketahui berpengaruh positif terhadap
kepatuhan pajak. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik
penerapan sistem administrasi perpajakan modern maka semakin tinggi pula kepatuhan

wajib pajak UMKM.
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5.2 Saran
Sehubungan dengan hasil temuan penelitian pada bagian sebelumnya, terdapat

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus melakukan penelitian yang sama
dengan menambah atau mengganti variabel lainnya atau variabel moderasi serta dalam
mengolah data bisa menggunakan alat analisis yang berbeda seperti menggunakan
eviews.

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menyebarkan kuesioner saja tetapi juga
melakukan wawancara sederhana untuk mengumpulkan atau mengggali lebih banyak
informasi agar hasilnya tidak bias (disarankan juga bagi peneliti selanjutnya untuk
menggunakan metode lain yaitu metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk
memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi yang sebenarnya atau bahkan bisa
menggunakan metode campuran).

3. Bagi Dirjen Pajak sebaiknya untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan
pelayanan menjadi semakin baik dan memuaskan bagi wajib pajak baik secara langsung
maupun tidak langsung misalnya dalam hal peningkatan pelayanan yang berbasis
teknologi agar wajib pajak selalu mendapatkan kemudahan dimana saja dan kapan saja
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Bagi pemerintah, bahwa hasil penelitian menunjukkan religiusitas dapat meningkatkan
sikap dan niat kepatuhan pajak, melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia disarankan untuk mulai
memasukkan unsur agama dalam melakukan sosialisasi terkait perilaku kepatuhan
pajak atau materi terkait perpajakan dari segi berbagai agama di Indonesia (Utama et

al., 2022).
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5. Dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang sulit menggunakan aplikasi perpajakan
yang telah dibuat, maka sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak sebaiknya tidak hanya
mengenai tentang pentingnya pajak, adanya peraturan terbaru mengenai perpajakan,
serta ajakan untuk bayar pajak, tetapi juga dapat dilakukan untuk mensosialisasikan
bagaimana cara penggunaan aplikasi perpajakan beserta tahapan-tahapan dalam
pengisiannya formnya, agar wajib pajak memahami penggunaannya dengan baik dan

kebingungan wajib pajak dapat diminimalisir.

5.3 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru atau bahan pelengkap yang
relevan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang
menganalisis faktor-faktor dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Dirjen Pajak dan para pengusaha khususnya
UMKM vyang berada di Indonesia kedepannya dalam mengetahui dan
mempertimbangkan aspek-aspek apa saja yang berpotensi untuk membantu dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan.

3. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan
modernisasi sistem administrasi perpajakan menunujukkan hasil positif dan signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Religiusitas yang dimiliki seseorang terbukti mampu
meningkatkan kepatuhan pajaknya. Selain itu, sosialisasi yang telah dilakukan oleh
Dirjen Pajak dan sistem administrasi pajak yang modern juga terbukti mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini diharapkan Direktorat Jendral
Pajak (DJP) dapat memperluas jangkauan sosialialisasi mengenai perpajakan dan juga
tetap mempertahankan serta meningkatkan pelayanan primanya dengan memanfaatkan

teknologi agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
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5.4 Keterbatasan
Pada penelitian ini, peneliti merasa bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan
keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut

keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh wajib pajak
UMKM di Indonesia. Dalam penelitian ini hanya dilakukan kepada wajib pajak
UMKM yang bersedia mengisi kuesioner.

2. Kuesioner disebarkan secara online menggunakan Google form, sehingga ketika
responden mengisi kuesioner dan mendapati kebingungan atau kurang memahami
maksud dari item dalam kuesioner, responden tidak dapat bertanya langsung kepada
peneliti.

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan
sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan sampel sehingga

dapat meningkatkan generalisasi hasil.
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LAMPIRAN



LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Magister Universitas

Islam Indonesia (Ull), saya:

Nama : Mery Enggar Palupi
NIM : 20919003
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika / Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Tesis dengan judul
“Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia”.

Dengan ini, kami mohon partisipasi Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk
bersedia mengisi Kuesioner Penelitian sesuai dengan pendapat dan pengalaman pribadi.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami sangat mengharap partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk
menjadi responden dalam penelitian ini. Semua berkas yang mencantumkan identitas
Bapak/Ibu Saudara/i hanya digunakan untuk pengolahan data dan terjamin kerahasiaannya dan
tidak akan dipublikasikan. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan semata-mata hanya untuk

kepentingan akademik.

Partisipasi Bapak/lIbu/Saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi
terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara kami

ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Mery Enggar Palupi
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KUESIONER
Bagian 1: Identifikasi responden
Nama L (Boleh tidak diisi)
Provinsi e (Wajib diisi)

Petunjuk: Berilah tanda check list (\) pada kotak jawaban yang telah disediakan.

1. Jenis Kelamin: 2. Usia: 3. Agama:
1 Laki-laki 120 — 25 tahun 1 Islam

1 Perempuan 7126 — 30 tahun 1 Kristen
7131 —40 tahun "1 Hindu

1> 40 tahun 1 Budha

1 Khonghucu

4. Lama memiliki NPWP: 5. Pendidikan terakhir: 6. Pendapatan / tahun:

1 1->5tahun ) SMP ] <Rp300 jt

16 —10 tahun 1 SMA 71 Rp300 jt — Rp2,5 miliar

1> 10 tahun 1 D3/S1 "1 Rp2,5 miliar — Rp50 miliar
1S2/8S3
] Lainnya.........

7. Jenis Usaha: 8. Jenis Wajib Pajak:
1 Industri Pengolahan 1 Orang Pribadi
] Perdagangan 1 Badan
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Bagian 2: Kuesioner

Petunj

uk Pengisian:

Bapak/Ibu/Saudara/l hanya diperkenankan menjawab NETRAL (N)

jika Bapak/lbu/Saudara/l benar-benar belum pernah mengalami

kejadian yang ditanyakan/dinyatakan atau memang benar-benar

tidak tahu tentang hal yang ditanyakan/dinyatakan dalam kuesioner.

Mohon memberi tanda check list (V) pada salah satu kolom yang paling sesuai menurut

Bapak/Ibu/Saudara/i rasakan pada pernyataan berikut.

Keterangan:
STS TS N S SS
Sangat Tidak Setuju | Tidak Setuju | Netral Setuju Sangat Setuju
Bagian 1: Kepatuhan Wajib Pajak
Ket. Pernyataan STS| TS | N S SS
KP1 | Saya berusaha memahami ketentuan perpajakan.
KP2 | Saya harus mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
KP3 | Saya tidak pernah dipidana karena melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.
KP4 | Saya mengisi formulir pajak dengan lengkap dan
jelas.
KP5 | Saya berlaku jujur dalam mengisi formulir yang
diberikan.
KP6 | Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
KP7 | Saya melakukan perhitungan pajak dengan jujur
dan benar.
KP8 | Saya membayar pajak sesuai dengan tarif yang
dibebankan.
KP9 | Saya tidak memiliki tunggakan pajak terutang.
KP10 | Saya tepat waktu dalam melakukan pembayaran
pajak.
KP11 | Saya tepat waktu dalam menyampaikan surat

pemberitahuan (SPT).
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KP12

Apaila ada kekurangan dalam membayar pajak,
saya akan membayar kekurangan pajak tersebut
sebelum dilakukan pemeriksaan.

Sumber: Panggalih (2017) dimodifikasi

Bagian 2: Religiusitas

Ket. Pernyataan STS| TS SS

RL1 | Saya aktif di dalam organisasi keagamaan.

RL2 | Saya sering hadir atau terlibat dalam kegiatan
keagamaan.

RL3 | Agama sangat penting dalam kehidupan saya.

RL4 | Saya meyakini bahwa agama adalah sumber dari
segala sumber hukum.

RL5 | Saya rutin dalam melaksanakan ibadah
keagamaan.

RL6 | Saya aktif mengikuti pengajian/kajian keagamaan
untuk meningkatkan pemahaman agama saya.

RL7 | Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah
agama juga akan menaati perintah negara.

RL8 | Saya merasa berdosa apabila melakukan
kecurangan yang berkaitan dengan pajak.

RL9 | Agama mengajarkan saya untuk selalu
melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban
yang harus dipenuhi terhadap negara adalah
membayar pajak.

RL10 | Saya tidak melakukan ajaran yang bertentangan
dengan agama begitu juga dengan pelaporan pajak.

Sumber: Anwar (2018) dimodifikasi

Bagian 3: Etika Uang

Ket. Pernyataan STS| TS SS

EU1l | Uang merupakan faktor yang penting bagi
kehidupan saya.

EU2 | Uang membuat saya merasa bahagia.

EU3 | Uang dapat merusak norma etika.

EU4 | Saya akan melakukan segala hal untuk
memperoleh uang.

EU 5 | Uang adalah akar dari segala kejahatan.

EU6 | Uang adalah simbol kesuksesan.

EU7 | Uang mencerminkan prestasi seseorang.
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EU8 | Uang membantu saya mengekspresikan
kompetensi dan kemampuan.

EU9 | Uang bisa membuat saya mempunyai banyak
teman.

EU10 | Saya menggunakan uang saya dengan sangat
berhati- hati.

EU11 | Saya mengalokasikan uang saya dengan sangat
baik.

EU12 | Uang memberi saya kekuasaan dan kebebasan.

EU13 | Uang memberikan saya kesempatan untuk menjadi

apa yang saya inginkan

Sumber: Khoerunnisa (2021) dimodifikasi

Bagian 4: Sosialisasi Pajak

dengan cepat dan mudah serta membantu untuk
mendapatkan informasi yang lengkap, akurat,
terjamin kebenarannya dan bersifat up to date.

Ket. Pernyataan STS| TS SS

SP1 | Sosialisasi pajak sangat membantu saya
memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

SP2 | Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi
atau peraturan pajak yang baru.

SP3 | Saya menjadi paham mengenai teknis perpajakan
setelah berdiskusi dengan petugas pajak.

SP4 | Saya bertanya kepada petugas pajak ketika
mendapat kesulitan dalam perpajakan.

SP5 | Petugas pajak menguasai materi sosialisasi yang
disampaikan dengan baik.

SP6 | Petugas pajak memberikan penjelasan dan
pemahaman mengenai pajak dengan jelas.

SP7 | Informasi mengenai pajak dapat diketahui melalui
media cetak seperti spanduk dan iklan.

SP8 | Pemasangan billboard atau spanduk di pinggir
jalan maupun di tempat strategis lainnya yang
berisi pesan singkat tentang perpajakan mudah
dimengerti dan menarik sehingga mampu
menyampaikan tujuannya dengan baik.

SP9 | Informasi mengenai pajak dapat diketahui melalui
media elektronik seperti website pajak.

SP10 | Media sosialisasi melalui internet dapat dilakukan

Sumber: Fauziyah (2016) dimodifikasi
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Bagian 5: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Ket. Pernyataan

STS

TS

SS

MP1 | Struktur organisasi pada KPP modern telah
berubah menjadi berdasarkan fungsi (pelayanan,
pemeriksaan, penagihan, pengawasan, dan
konsultasi)  sehingga  memudahkan  jalur
penyelesaian pelayanan dan pemeriksaan pada
Wajib Pajak.

MP2 | Sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-
Filling, e-Billing) dapat memberikan kemudahan
bagi saya.

MP3 | Saya selalu diberi informasi atas perubahan
ketentuan perpajakan oleh Account Representative
dan dibantu ketika menghadapi permasalahan
perpajakan.

MP4 | Adanya complaint center memberikan kemudahan
bagi saya untuk menyampaikan keberatan dan
keluhan pajak.

MP5 | Pembayaran secara on-line (teller-bank, internet
banking, ATM) memudahkan saya dalam
membayar pajak kerena prosesnya cepat).

MP6 | Pendaftaran NPWP melalui e-Registration
menjadi lebih mudah.

MP7 | Waktu dalam menyelesaikan administrasi yaitu
pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan
cepat (birokrasi lancar/ tidak berbelit-belit).

MP8 | Petugas pajak memberikan pelayanan yang sama
terhadap Wajib Pajak (tanpa memandang besar
kecilnya pajak terutang).

Sumber: Lisdiana (2021) dimodifikasi
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LAMPIRAN 11

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Provinsi
Cumulative
Freguency Percent Valid Percent Percent
Valid NAD 2 1.4 1.4 1.4
Sumatera Barat 5 3.5 3.5 5.0
Sumatera Utara 4 2.8 2.8 7.8
Sumatera Selatan 5 3.5 3.5 11.3
Lampung 6 4.3 4.3 15.6
Riau 5 3.5 3.5 19.1
Kepulauan Riau 3 2.1 2.1 21.3
Jambi 4 2.8 2.8 24.1
Kepulauan Bangka Belitung 3 2.1 2.1 26.2
Bengkulu 4 2.8 2.8 29.1
DKI Jakarta 7 5.0 5.0 34.0
Banten 5 3.5 3.5 37.6
Jawa Barat 6 4.3 4.3 41.8
Jawa Tengah 6 4.3 4.3 46.1
Jawa Timur 7 5.0 5.0 51.1
DIY 7 5.0 5.0 56.0
Bali 6 4.3 4.3 60.3
NTB 5 3.5 3.5 63.8
NTT 4 2.8 2.8 66.7
Kalimantan Barat 5 3.5 3.5 70.2
Kalimantan Selatan 4 2.8 2.8 73.0
Kalimantan Tengah 5 3.5 3.5 76.6
Kalimantan Timur 4 2.8 2.8 79.4
Kalimantan Utara 4 2.8 2.8 82.3
Sulawesi Barat 3 2.1 2.1 84.4
Sulawesi Selatan 6 4.3 4.3 88.7
Sulawesi Tengah 4 2.8 2.8 91.5
Sulawesi Utara 4 2.8 2.8 94.3
Gorontalo 4 2.8 2.8 97.2
Maluku 2 1.4 1.4 98.6
Papua Barat 2 1.4 1.4 100.0
Total 141 100.0 100.0
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Jenis_Kelamin

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Laki-laki 73 51.8 51.8 51.8
Perempuan 68 48.2 48.2 100.0
Total 141 100.0 100.0
Usia
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 20 - 25 tahun 16 11.3 11.3 11.3
26 - 30 tahun 43 30.5 30.5 41.8
31 - 40 tahun 57 40.4 40.4 82.3
> 40 tahun 25 17.7 17.7 100.0
Total 141 100.0 100.0
Agama
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  Islam 83 58.9 58.9 58.9
Kristen 49 34.8 34.8 93.6
Hindu 5 3.5 3.5 97.2
Budha 4 2.8 2.8 100.0
Total 141 100.0 100.0
Lama_memiliki_NPWP
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 1 -5 tahun 76 53.9 53.9 53.9
6 - 10 tahun 53 37.6 37.6 91.5
> 10 tahun 12 8.5 8.5 100.0
Total 141 100.0 100.0
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Pendidikan

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid SMA 64 45.4 45.4 45.4
D3/S1 70 49.6 49.6 95.0
S2/8S3 7 5.0 5.0 100.0
Total 141 100.0 100.0
Pendapatan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid < Rp 300 juta 51 36.2 36.2 36.2
Rp 300 juta - Rp 2,5 M 69 48.9 48.9 85.1
Rp 2,5M-Rp 50 M 21 14.9 14.9 100.0
Total 141 100.0 100.0
Jenis_usaha
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Industri Pengolahan 33 23.4 23.4 23.4
Perdagangan 108 76.6 76.6 100.0
Total 141 100.0 100.0
Jenis_ WP
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Orang Pribadi 115 81.6 81.6 81.6
Badan 26 18.4 18.4 100.0
Total 141 100.0 100.0
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TABULASI KUESIONER PENELITIAN
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2. Etika Uang (X2)

Etika Uang (X2)

MEAN
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
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2.58
4.83
4.25
4.42
417
3.75
4.50
4.75

31

58

51
53
50
45

54
57

134
135
136
137
138
139
140
141

3. Sosialisasi Perpajakan (X3)
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44
4.3

4.2

4.4
4.9

4.1

4.3

4.3

4.8

4.3

4.9

4.3

3.7
4.7

4.3
4.3

44
4.2

3.9

3.9
44
4.1

4.6
4.2

3.9
4.2

41

4.4
4.2

4.4
4.9

4.9

3.9
35
4.6
4.4
4.4
45

41

4.1

30
44
43

42

44
49

41

43

43

48

50
43

40

50
50
49

43

37

47

40

43

43

44
42

39

40

40
39

44
41

46

42

39

42

41

44
42

44
49

49

39

35
46

44
44
45

41

41

35

36
37

38
39

40

41

42

43
44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
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4.1

44
4.1

3.8
3.8
43

4.2

4.1

44
4.4
45

3.9
4.6

3.9
4.2

4.3

4.1

3.7
4.2

4.3

44
3.4
3.8
4.2

4.2

3.8
3.4

4.2

44
44
4.7

4.2

4.2

3.8
4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.4
4.3

41

4.3

4.4
4.4

41

44
4

38

38

43

50
42

41

44
44
45

39

46

39

42

40
43

41

37

42

43

44
34
38

42

50
42

38

34
42

44
44
47

42

42

38

42

42

42

42

42

44
43

41

43

44
44

83
84
85
86
87

88
89
90
91

92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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4.6

4.7

4.6

4.3

4.2

4.9

45

41

4.6

4.3

4.8

46

47

46

43

42

49

45

41

46

43

48

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4)

2
< o|Wln|w|m ™| © 0 | o m|m ||| |m|w M| |w|w
< | |2V N AN ||| w0 N|w|O|A|b|N[O|[O|D|—d|N|m|= R NN
E |l oo . d ] | . i R B Bl B B Sl |
= < < | < < | < < < | < < | < S S| S| S| S| < < | <
o
~dla|lan|lols|lo|st|mo|r|lolo|lalojlolo|t|lo|~|onlods|v|iv] oot st|o|lols|s
M_Am3323333433433433433433333323333
(O
c
SIF
=
D.W4335554555535554544544454434554
-
>
o
.g—/
mW3345454545535544555544454433544
@
Elo
.WW5545453545545554554544443534444
<
Elw
mWS544545554555555554555553535454
2
.m4
.BW5544434545544554544544454433445
£
TBlm
o
MW3434434555545554555544455434434
o~
W3434555555555555544555555435554
-
W4333544554545554553545555435545
_lc
IR
c| S o | | m | ©| ~| 0| o| o d| | ™ | ©o| ~| 0| o] o «
.ﬂm.l234567891111M111112222M2222233
<
S| 8
n'd

112



4.63
4.38

4.63
4.13
4.13
3.88

4.13
3.88
3.88
4.88

4.25
3.88
2.63

45

3.75

4.38
413
4.13
4.38
4.25
3.63
4.25
3.75
4.75
4.63
4.75
4.63
4.38
4.25
4.25
3.63
4.38
413
4.38

4.63

3.38
3.75

37

35
32

24
37

33
33
31

40

33
31

31

39
40

34
31

21

40

40

36
30
40

35

33
33
35
34

29
34

30
38
37
38
37
35

34
34

29
35

33
35

40

37

40

27

30
32

32

32

33
34

35
36
37
38
39
40
41

42

43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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4.38

4.88
4.25
3.63

3.75

4.13
3.75

45
4.25
4.25
4.38
4.63
3.75
4.13
4.13
4.25
3.63
4.25
3.38
4.63
4.38
4.63
3.75

3.5
3.63
4.38

45
4.13

45
3.25

45
4.25
3.88
4.88
3.88
4.63
4.38
3.63
4.63
3.75
3.75
4.63
413
4.38

35
32
39
34
29
32
30
32
33
30
36
34
34
35
37

30
33
33
34
29
34

27
37

35
37

30
28
29
35

36
33
36
26
36
34

31

39

31

37

35
29
37
30
30
37

33
35

32

80
81

82

83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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4.13
45

4.75
4.38

4.88
4.38
4.63
4.88
4.38
3.75

45
4.75
4.63

33
36
38

35
40

39
35

37
39

35
30

36
38

37

128
129
130

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

5. Kepatuhan Pajak (Y)

Kepatuhan Pajak (Y)

KP1 | KP2 | KP3 | KP4 | KP5 | KP6 | KP7 | KP8 | KP9

MEAN

3.83
4.08
3.83
4.33

3.42

4.33

4.67
4.33
4.67
4.75
4.08
4.42
4.75
4.08
4.25
45

3.92
4.08
4.75
4.33
4.67
3.42

KP

46

49

46

52
60
41

48

52
60
60
56
52
56
57
49

53
57
49

51

54
48

47

49

57
52

56
41

11

KP | KP | KP | TOTAL
12

10

Variabel

Responden

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26
27
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4.42
4.25
4.5

4.33
4.58

4.08

4.75
4.08
4.25
3.92
4.83
4.33
3.92
4.08
4.83

4.25
4.33

4.5

3.67
4.92
4.75
3.83
4.25
4.42
4.08
4.33
4.33

3.92

4.75
4.42
4.67

4.58
3.92
4.67
4.42
4.08
4.25

4.67
4.75
4.08

53
51

54
52
55

60
49

36
57

49

51

47

58
52
47

49

58

60
51

52

60
60
60
54
44
59
57

46

51

53
49
52
52
47

60
57
53
56

55
47

56
53
49
51

48
56
57

49

28
29
30
31

32

33

34

35
36

37

38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

62
63
64
65

66
67

68
69
70
71

72
73
74
75
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4.08
3.83
4.42
4.33
4.42
4.42
4.58
4.5

4.25
4.33
4.25
3.92
4.17
4.17
4.42

4.08
4.25

442
3.92
4.17
4.25
4.33
4.33
3.92
4.17

4.5

3.92
4.25
4.25
4.17
45

4.42

4.5

4.83
4.25
4.75
4.25
4.25
4.33
4.25
4.33
4.25
4.17

49

46

53
52
53
53
55
54
51

52
51

47

50
50
53
48

49

51

60
48

53

47

50
51

52
52
47

50
60
54
47

51

51

50
54
53
48
54
58
51

57

51

51

52
51

52

51

50

76
77
78
79
80
81

82

83
84

85
86
87
88
89
90
91

92

93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123
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4.33
4.58
4.25

4.5

3.92
4.5

4.42
4.33
4.75
4.58
4.67
4.75
4.58
4.42
4.42
4.75
4.42

52

55
51

48

54
47

54
53
52

57
55
56
57

55
53
53
57

53

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

118



LAMPIRAN I11

A. RELIGIUSITAS

UJI VALIDITAS

Correlations

RLO1 RLO2 RLO3 RLO4 RLO5 RLO6 RLO7 RLO8 RLO9 RL10 TOTAL
RLO1 Pearson Correlation 1 471 229" .086 .280™ 518" .324™ 247 210" .366™ .684™
Sig. (2-tailed) .000 .006 312 .001 .000 .000 .003 .013 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO2 Pearson Correlation 4717 1 409" .118 .297" 452" 406" .301" 101 219" .699"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .163 .000 .000 .000 .000 234 .009 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO3 Pearson Correlation 229" 409" 1 124 -.040 128 219" .263" 107 .056 414"
Sig. (2-tailed) .006 .000 .144 .635 131 .009 .002 .208 .510 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO4 Pearson Correlation .086 .118 124 1 222" .092 .180" .195" .294" .166" 425"
Sig. (2-tailed) 312 .163 144 .008 .278 .033 .020 .000 .049 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO5 Pearson Correlation .280™ 297" -.040 222" 1 453" .258™ 217" .181" 207" .565™
Sig. (2-tailed) .001 .000 .635 .008 .000 .002 .010 .032 .014 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO6 Pearson Correlation .518" 452" .128 .092 453" 1 367" 172" .093 .194" .658"
Sig. (2-tailed) .000 .000 131 .278 .000 .000 .041 .270 .021 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO7 Pearson Correlation .324" 406" 219" .180" .258" .367" 1 .298" .146 .245™ 647"



Sig. (2-tailed) .000 .000 .009 .033 .002 .000 .000 .083 .003 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO8 Pearson Correlation 247" .301" .263" .195° 217" 172" .298™ 1 .307" .066 527"
Sig. (2-tailed) .003 .000 .002 .020 .010 .041 .000 .000 437 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RLO9 Pearson Correlation 210 101 107 .294™ 181" .093 .146 .307" 1 .300" 453"
Sig. (2-tailed) .013 234 .208 .000 .032 .270 .083 .000 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
RL10 Pearson Correlation .366™ 219" .056 .166" 207" 194" .245™ .066 .300" 1 483"
Sig. (2-tailed) .000 .009 510 .049 .014 .021 .003 437 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
TOTAL Pearson Correlation .684™ .699™ 414" 425" .565" .658™ 647" 527" .453™ .483" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
B. ETIKA UANG
Correlations
EUO1 EU02 EU04 EU05 EU06 EUO07 EU08 EU09 EU10 EU11 EU12 EU13 TOTAL
EUO1 Pearson .498" .286" .013 .258" .209" .196" .220" -.060 .041 278" A77 518"
Correlation
Sig. (2-tailed) .001 .876 .002 .013 .020 .009 A77 .632 .001 .036 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
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EU02

EU04

EUO05

EU06

EUO07

EU08

EU09

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson

Correlation

.498™

.000
141

.286™

.001
141
.013

.876
141

.258"

.002
141
.209"

.013
141
.196"

.020
141

.220™

141
197

.019
141
-117

.167
141
.205"

.015
141
74

.039
141

.260™

.002
141

.340™

197"

.019
141

141

.209"

.013
141
151

.073
141
144

.089
141

.199"

.018
141

207"

-.117

167
141
.209"

.013
141

141
109

199
141
.035

.683
141
114

178
141
.002

.205"

.015
141
151

.073

141

.109

.199
141

141

.638™

.000
141

442"

.000
141

403"

174 .260™
.039 .002
141 141
144 199
.089 .018
141 141
.035 114
.683 .178
141 141

.638™ 4427

.000 .000

141 141

1 493"

.000

141 141

493" 1
.000

141 141

.378" 535"

121

.340™

.000
141
.207"

.014
141
.002

.985
141

403"

.000
141

.378"

.000
141

535"

.000
141

-.036

671
141
.153

.069
141

.268™

.001
141
.003

971
141
.087

.304
141
.158

.061
141
.012

-.064

449
141
132

.118
141

.346™

.000
141
.055

.517
141
.014

.866
141
.058

493
141
-.013

.289"

.001
141
.093

271
141
126

.136
141

274"

.001
141

237"

.005
141

331"

.000
141

3777

2717

.001
141
-.055

.515
141
-.098

.248
141

.230™

.006
141
129

126
141
.198"

.018
141

.332"

502"

.000
141

A79™

.000
141

.316"

.000
141

661"

.000
141

.622™

.000
141

667"

.000
141

.645™



EU10

EU11

EU12

EU13

TOTAL

Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

.009
141
-.060

AT7
141
.041

.632
141

278"

.001
141
A77

.036
141

518"

.000
141

.000
141
-.036

671
141
-.064

449
141

.289"

.001
141

271"

.001
141

.502™

.000
141

.014
141
.153

.069
141
132

.118
141
.093

271
141
-.055

.515
141

4797

.000
141

.985
141

.268"

.001
141

.346™

.000
141
126

136
141
-.098

.248
141

.316™

.000
141

.000
141
.003

971
141
.055

517
141

274"

.001
141

.230™

.006
141

.661"

.000
141

.000
141
.087

.304
141
.014

.866
141

237"

.005
141
129

.126
141

.622™

.000
141

.000
141
.158

.061
141
.058

493
141

331"

.000
141
.198"

.018
141

667"

.000
141

141
.012

.889
141
-.013

.875
141

377"

.000
141

.332"

.000
141

.645™

.000
141

.889
141

141

515"

.000
141
.156

.065
141
136

.108
141

311"

.000
141

.875
141

515"

.000
141

141
151

.074
141
.013

.879
141

287"

.001
141

.000
141
.156

.065

141

151

.074
141

141

.518"

.000
141

611"

.000
141

.000
141
136

.108
141
.013

.879
141

.518™

.000
141

141

443™

.000
141

.000
141

311"

.000
141

287"

.001
141

611"

.000
141

443"

.000
141

141

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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C. SOSIALISASI PERPAJAKAN

Correlations

SP0O1 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP0O7 SP08 SP09 SP10 TOTAL
SPO1 Pearson Correlation 1 439" .097 .206" .143 .220" .168" .198" .076 -.002 .500"
Sig. (2-tailed) .000 .254 .014 .092 .009 .046 .019 371 .985 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP02  Pearson Correlation 439" 1 .303" .278" .184" 173" .186" 112 .143 .206" 591"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .029 .041 .027 .188 .091 .014 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SPO03 Pearson Correlation .097 .303" 1 .344" 247" .192" .101 137 207" .228" 525"
Sig. (2-tailed) .254 .000 .000 .003 .023 .232 .106 .014 .007 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP04  Pearson Correlation .206" 278" .344" 1 .360™ .195" 247" 161 191" .148 575"
Sig. (2-tailed) .014 .001 .000 .000 .020 .003 .057 .023 .079 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP05 Pearson Correlation .143 .184" 247" .360" 1 441" .140 .108 .016 .184" 521"
Sig. (2-tailed) .092 .029 .003 .000 .000 .098 .203 .852 .029 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP06  Pearson Correlation .220" 173" 192" 195" 4417 1 .290™ 113 101 .148 544"
Sig. (2-tailed) .009 .041 .023 .020 .000 .000 .182 .235 .081 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SPO7 Pearson Correlation .168" .186" 101 247" .140 .290" 1 321" .186" .259" 562"
Sig. (2-tailed) .046 .027 .232 .003 .098 .000 .000 .027 .002 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP08  Pearson Correlation .198" 112 137 161 .108 113 321" 1 162 113 483"
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Sig. (2-tailed) .019 .188 .106 .057 .203 .182 .000 .054 .183 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP09  Pearson Correlation .076 .143 207" 191" .016 101 .186" 162 1 .366™ 454"
Sig. (2-tailed) 371 .091 .014 .023 .852 .235 .027 .054 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
SP10 Pearson Correlation -.002 .206" .228" .148 .184" .148 .259" 113 .366" 1 .498"
Sig. (2-tailed) .985 .014 .007 .079 .029 .081 .002 .183 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
TOTAL Pearson Correlation .500" .591" .525" 575" 521" 544" .562" .483" 454" .498" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
D. MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Correlations
MPO1 MPO02 MPO03 MPO4 MPO5 MP0O6 MPQ7 MPO0O8 TOTAL
MPO1 Pearson Correlation 1 402" .325" .288" 152 .083 .204" .269" .602"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .072 .329 .015 .001 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141
MPOQ2 Pearson Correlation 402" 1 .230™ .128 .318™ .159 .182" .058 518"
Sig. (2-tailed) .000 .006 .130 .000 .059 .031 497 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141
MPO3 Pearson Correlation .325" .230" 1 512" .066 .053 .366™ .380" .660™
Sig. (2-tailed) .000 .006 .000 440 .532 .000 .000 .000
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MPO0O4

MPO5

MPO6

MPO7

MPO8

TOTAL

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

N

141

.288™

.001
141
152
.072
141
.083
.329
141
.204"
.015
141

.269"

.001
141

.602™

.000
141

141
.128
.130

141

.318™

.000
141
.159
.059
141
.182"
.031
141
.058
497
141

518"

.000
141

141

512"

.000

141
.066
440

141
.053
.532

141

.366™

.000
141

.380™

.000
141

.660™

.000
141

141

141
223"
.008
141
225"
.007
141
.358™
.000
141
411"
.000
141
.690™
.000
141

141

223"

.008
141

141
216"
.010
141
-.060
.482
141
124
144
141

416"

.000
141

141

225"

.007
141
216"
.010
141

141
181"
.032
141
.204"
.015
141

445"

.000

141

141

.358™

.000
141
-.060
482
141
.181"
.032

141

141

410"

.000
141

591"

.000
141

141

411"

.000
141
124
.144
141
.204"
.015

141

.410™

.000
141

141

.648™

.000
141

141

.690™

.000
141

416"

.000
141

445"

.000
141

591"

.000
141

.648™

.000
141

141

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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E. KEPATUHAN PAJAK

Correlations

KPO1 KP02 KP03 KP04 KP05 KP06 KPO7 KP08 KP09 KP10 KP11 KP12 TOTAL

KPO1 Pearson 1 279" .078 327" .099 .052 .128 .150 129 .094 -.060 .014 407"
Correlation

Sig. (2-tailed) .001 .359 .000 .243 .537 .130 .075 126 .266 .480 .868 .000

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

KP02 Pearson 279" 1 .050 .196" .139 .205" 257" 153 275" .163 .099 145 .498"
Correlation

Sig. (2-tailed) .001 .558 .020 101 .015 .002 .069 .001 .053 .243 .087 .000

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

KPO3 Pearson .078 .050 1 270" 161 .075 .104 118 .220™ .041 .190" 202" 424"
Correlation

Sig. (2-tailed) .359 .558 .001 .057 374 .219 .165 .009 .630 .024 .017 .000

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

KP04  Pearson 327" .196" 270" 1 227" -.063 219" .345" .236™ .164 167" 291" .569™
Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .020 .001 .007 .456 .009 .000 .005 .052 .048 .000 .000

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

KP0O5  Pearson .099 139 161 227" 1 272" .218™ .148 234" 275" 212" 181" .518™
Correlation

Sig. (2-tailed) .243 101 .057 .007 .001 .010 .081 .005 .001 .011 .032 .000

N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

KP0O6 Pearson .052 .205" .075 -.063 272" 1 .359" .190" .003 .028 1917 247" 415"
Correlation

Sig. (2-tailed) .537 .015 374 456 .001 .000 .024 .970 .740 .024 .003 .000
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KPO7

KPO8

KP09

KP10

KP11

KP12

N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

141

.128

.130

141

.150

.075

141

129

.126

141

.094

.266

141

.060

.480

141

.014

.868

141

141

257"

.002
141
.153

.069
141

275"

.001
141
.163

.053
141
.099

.243
141
.145

.087
141

141
.104

.219
141
.118

.165
141

.220™

.009
141
.041

.630
141
.190"

.024
141
202

.017
141

141

219"

.009
141

.345™

.000
141

.236"

.005
141
.164

.052
141
167"

.048
141

291"

.000
141

141

.218"

.010
141
.148

.081
141

234"

.005
141

275"

.001
141
212"

.011
141
181"

.032
141

141

.359"

.000
141
.190"

.024
141
.003

.970
141
.028

.740
141
1917

.024
141

247"

.003
141
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141

141

.383"

.000
141
.065

445
141

277

.001
141
195"

.020
141
.164

.052
141

141

.383"

.000
141

141

.285"

.001
141
.169"

.045
141

269"

.001
141
163

.054
141

141
.065

445
141

.285™

.001
141

141

403"

.000
141
A71

.043
141
.060

AT7
141

141

277

.001
141
.169"

.045
141

403"

.000
141

141

275"

.001
141
.064

454
141

141
.195"

.020
141

.269™

.001
141
71

.043
141

275"

.001
141

141

.254™

.002
141

141
.164

.052
141
163

.054
141
.060

AT7
141
.064

454
141

.254"™

.002
141

141

141

570"

.000
141

.564™

.000
141

.519™

.000
141

.504™

.000
141

491™

.000
141

.466™

.000
141



TOTAL Pearson 407" .498™ 424" .569™ 518" 415" 570" .564™ 519" .504™ 491" .466™ 1

Correlation
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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UJI RELIABILITAS

A. Religiusitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
761 10

B. Etika Uang

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
743 12

C. Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
.706 10
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D. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of ltems
.710 8

E. Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items
717 12
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UJlI ASUMSI KLASIK

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N 141
Normal Parameters®P Mean .0000000
Std. Deviation 3.06291191
Most Extreme Differences Absolute .068
Positive .068
Negative -.039
Test Statistic .068
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
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B. Uji Multikolinearitas

Coefficients?
Standardized

Unstandardized Coefficients

Coefficients

Collinearity Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIE
1 (Constant) 16.262 3.220 5.050 .000
RL .183 .065 .205 2.812 .006 710 1.407
EU .011 .043 .018 .260 .795 .816 1.225
SP 430 .088 .397 4.862 .000 .565 1.770
MP 272 .086 .237 3.165 .002 .671 1.490
a. Dependent Variable: KP
C. Uji Heteroskedastisitas
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 2.735 1.972 1.386 .168
RL -.045 .040 -.115 -1.138 .257
EU .035 .026 125 1.326 .187
SP .014 .054 .029 .258 797
MP -.020 .053 -.039 -.377 .707

a. Dependent Variable: Abs_RES2

132



UJI REGRESI LINEAR BERGANDA
A. Uji Signifikansi Parsial (Uji-T)

Coefficients?
Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 16.262 3.220 5.050 .000
RL .183 .065 .205 2.812 .006
EU .011 .043 .018 .260 .795
SP 430 .088 .397 4.862 .000
MP 272 .086 .237 3.165 .002

a. Dependent Variable: KP

B. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .6982 .488 473 3.108

a. Predictors: (Constant), MP, EU, RL, SP
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